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Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai dasar hukum 
dalam pelaksanaan lelang pengadaan barang / jasa proyek pembangunan Bendung 
Sapon dengan dana Japan Bank For International Cooperation Official 
Development Assistance (JBIC ODA) Loans; pelaksanaan lelang pengadaan 
barang / jasa proyek tersebut; dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan 
lelang tersebut dan upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang terkait. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer 
merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan 
sebagai pendukung data primer. Untuk menentukan informan digunakan teknik 
purposive sampling. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara terstruktur. 
Untuk mengumpulkan sekunder digunakan teknik kumpulan arsip dan penelitian 
kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. 
Loan Agreement antara JBIC dengan Pemerintah Indonesia, Guidelines / 
Handbook for Procurement under JBIC ODA Loans, KUH Perdata, Keppres 80 
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 
Tahun 2003 dan PP 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa 
Konstruksi menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan lelang pembangunan 
Bendung Sapon. Tidak digunakannya Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan proyek 
pembangunan Bendung Sapon, karena hal ini sesuai dengan ketentuan dalam asas 
kebebasan berkontrak. Pelaksanaan lelang dilakukan dengan cara International 
Competitive Bidding (ICB), dengan tahapannya adalah Prakualifikasi, 
Prakualifikasi Ulang, Pelelangan dan Proses Kontrak. Permasalahan yang timbul 
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lelang yang matang dan sempurna. Proses pelelangan yang panjang menyebabkan 
kenaikan biaya yang besar, berkaitan dengan perubahan harga di pasaran. 
Permasalahan ini diatasi dengan adanya biaya eskalasi terhadap kenaikan harga 
secara nasional. Dokumen yang terkait menggunakan bahasa Inggris, sehingga 
memakan waktu yang panjang untuk memahami seluruh isinya. Hambatan ini 
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menyebabkan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 






A. Latar Belakang Masalah 
 
Dalam era globalisasi ini hubungan antar negara sangat berpengaruh 
bagi eksistensi suatu negara dalam lingkungan masyarakat dunia global. 
Pada masa ini, bukanlah suatu hal yang asing dan baru lagi apabila suatu 
negara bekerja sama dengan negara lain. Jalan untuk melakukan hubungan 
antar negara sangat terbuka lebar, tidak hanya sebatas melalui hubungan 
kenegaraan yang dijalankan oleh para duta besar, wakil dari negara-negara 
tersebut. Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang kesejahteraan 
masyarakat di dalam suatu negara pun dapat menjadi ajang dan jalan untuk 
melakukan hubungan antar negara tersebut.  
Pembangunan di negara Indonesia bertujuan selain untuk mewujudkan 
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, juga untuk menjamin terciptanya 
pembangunan negara yang berkesinambungan. Pembangunan negara 
Indonesia tersebut sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam alinea 
empat Undang – Undang Dasar 1945, yaitu membentuk suatu pemerintahan 
negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Pembangunan nasional diharapkan dapat menghasilkan sarana maupun 
prasarana yang berfungsi mendukung perkembangan berbagai bidang, 
terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat 
adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila 
dan Undang – Undang Dasar 1945.  
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Dalam melaksanakan pembangunan negara, Pemerintah Indonesia 
mewujudkannya ke dalam suatu program dan kegiatan yang lebih dikenal 
sebagai proyek Pemerintah. Dalam perkembangannya proyek – proyek 
pemerintah tersebut telah menjadi instrumen pelaksana kebijaksanaan dan 
merupakan sarana pemerintah yang utama untuk menterjemahkan rencana 
dan kebijaksanaan mereka ke dalam program dan kegiatan.  
Pengertian proyek sendiri adalah kegiatan-kegiatan yang dapat 
direncanakan dan dilaksanakan dalam satu bentuk kesatuan dengan 
mempergunakan sumber-sumber untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan 
yang dapat direncanakan di sini berarti bahwa: 
1. Baik biaya maupun hasil-hasil pokok dari proyek dapat dihitung atau 
diperkirakan; dan 
2. Kegiatan-kegiatan dapat disusun sedemikian rupa sehingga dengan 
penggunaan sumber-sumber yang terbatas dapat diperoleh keuntungan 
yang sebesar mungkin (Clive Gray 1992:1). 
Proyek-proyek ini meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
Program dan kegiatannya mencakup penyediaan sarana dan prasarana jalan, 
bandar udara, pelabuhan laut, jembatan, pengairan, telekomunikasi, 
transportasi, listrik dan air minum. 
Pelaksanaan proyek tentu saja sangat erat kaitannya dengan sumber-
sumber yang akan digunakan dalam proyek tersebut. Sumber-sumber yang 
dipergunakan dalam pelaksanaan proyek dapat berbentuk barang-barang 
modal, tanah, bahan-bahan setengah jadi, bahan-bahan mentah, tenaga kerja 
dan waktu. Sumber-sumber tersebut sebagian atau seluruhnya, dapat 
dianggap sebagai barang atau jasa konsumsi yang dikorbankan dari 
penggunaan masa sekarang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar 
di masa yang akan datang (Clive Gray 1992:1). 
Dalam melaksanakan suatu proyek, tentu tidak terlepas dari suatu 
proses pengadaan barang / jasa dan kegiatan lain yang berkaitan dengan 
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pengadaan tersebut. Hal tersebut dilakukan guna memenuhi sumber-sumber 
yang dibutuhkan oleh suatu proyek dalam melaksanakan pembangunan. 
Pengadaan barang / jasa Pemerintah sesungguhnya dapat dibedakan menjadi 
dua yaitu, Pengadaan barang / jasa Konstruksi ( meliputi Perencana 
Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi ) dan 
Pengadaan Barang / jasa non Konstruksi (Budiman Arpan. SBU Tidak 
Dipersyaratkan Dalam Pelelangan. <http://pontianakpost./index.asp.htm> ( 
22 Oktober 2007 pukul 09.30 )). 
Pada masa kini, hubungan antar negara memang sangat dibutuhkan 
dalam segala aspek. Suatu pelelangan untuk pengadaan barang / jasa tidak 
lagi hanya dalam lingkup nasional, tetapi telah sampai pada taraf 
internasional. Hal ini akan memberikan dampak postif bagi perusahaan 
dalam negeri untuk dapat lebih bersaing untuk mengadakan sumber-sumber 
yang berkualitas dan berteknologi tinggi, tetapi dengan biaya sehemat 
mungkin. Dengan adanya pelelangan internasional ini, juga dapat membuka 
jalan bisnis bagi perusahaan nasional dengan perusahaan asing. 
Japan Bank For International Cooperation (JBIC) sebagai suatu 
lembaga donor internasional membuat suatu kontrak pinjaman dengan 
Republik Indonesia Cq Ditjen Anggaran Departemen Keuangan. Kontrak 
tersebut dilakukan pada Juli 2001,. JBIC selaku kreditur dalam perjanjian 
pinjaman tersebut, sedangkan Indonesia bertindak sebagai debitur. 
Perjanjian antara JBIC dan Indonesia tersebut bernama Loan Agreement For 
Project Type Sector Loan for Water Resources Development (II).  
Ada dua puluh dua (22) propinsi di Indonesia dengan masing-masing 
satu (1) sub-proyeknya yang dilaksanakan dengan dana pinjaman dari JBIC 
tersebut. Salah satu proyeknya adalah proyek pembangunan Bendung Sapon 
di Daerah Istimewa Jogjakarta. Kotrak antara JBIC dan Indonesia (Loan 
Agreement) inilah yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan 
pembangunan Bendung Sapon. Agar dapat memperoleh dana pinjaman 
tersebut, maka Pemerintah harus memenuhi prestasi dari kontrak antara 
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JBIC dan Republik Indonesia, dengan menjalankan proyek - proyek yang 
telah disepakati sebelumnya.  
Pelaksanaan proyek tersebut diawali dengan adanya pengadaan barang 
dengan cara lelang internasional (International Competitive Bidding), sesuai 
dengan yang telah diatur dalam buku pedoman JBIC. Dalam kontrak 
tersebut telah disepakati pula bahwa buku pedoman yang telah dibuat oleh 
JBIC selaku kreditur menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang / jasa 
dalam proyek – proyek yang dibiayai oleh JBIC. 
Pada proyek pembangunan Bendung Sapon ini, Departemen Pekerjaan 
Umum yang bertindak atas nama Pemerintah Indonesia, melimpahkan 
pelaksanaan pengadaan barang / jasa tersebut kepada Satuan Kerja Non 
Vertikal Tertentu (SNVT) Irigasi Andalan Propinsi Daerah Istimewa 
Jogjakarta. Proyek pembangunan Bendung Sapon merupakan pelelangan 
internasional di mana peserta lelang tidak hanya dari dalam tetapi juga dari 
luar negeri dan dengan menggunakan cara International Competitive 
Bidding (ICB). ICB sendiri merupakan suatu cara pelelangan dalam 
pengadaan luar negeri yang diadakan dengan mengikutsertakan para 
rekanan dari luar negeri (Mohamad Ichram Mukmin, 1992 : 65). 
Pengadaan barang di proyek Sapon tersebut termasuk dalam 
pengadaan luar negeri, yaitu pengadaan dengan memanfaatkan bantuan luar 
negeri. Pelelangannya dengan mengikutsertakan rekanan dari luar negeri. 
Oleh karena proyek ini dilaksanakan dengan dana pinjaman (soft loans) dari 
Japan Bank for International Cooperation selaku Lembaga Donor, maka 
sesuai dengan ketentuan umum dalam International Competitive Bidding, 
para peserta pengadaan barang tunduk pada peraturan dan tata cara yang 
diatur dalam HandBook yang telah dikeluarkan oleh JBIC tersebut, 
walaupun telah terdapat suatu peraturan pengadaan barang dalam negara 
tersebut. 
Pemerintah Indonesia mempunyai suatu peraturan tersendiri yang 
mengatur pelaksanaan pengadaan barang / jasa. Produk hukum yang 
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dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut adalah Keppres 80 Tahun 2003  
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Sesuai 
dengan Pasal 1 Keppres 80 Tahun 2003  tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah tersebut, pengadaan adalah kegiatan 
pengadaan barang / jasa yang dibiayai dengan APBN / APBD, baik yang 
dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang / jasa. 
Pengadaan tersebut sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara (APBN) / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
(APBD), baik untuk jasa konstruksi maupun non konstruksi. Dengan kata 
lain Keppres ini tidak hanya mengatur pengadaan barang / jasa konstruksi, 
tetapi juga mengatur pengadaan barang / jasa selain konstruksi. 
Dengan diberlakukannya Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah diharapkan agar proses 
pengadaan barang / jasa Pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efektif 
dan efisien, dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, adil atau 
tidak diskriminatif dan akuntabel (Budiman Arpan. SBU Tidak 
Dipersyaratkan Dalam Pelelangan. <http://pontianakpost./index.asp.htm> ( 
22 Oktober 2007 pukul 09.30 )). 
Fakta yang ada pada pelaksanaan lelang pada pembangunan Bendung 
Sapon tersebut berbeda. Pelaksanaan lelang tidak lagi didasarkan pada 
Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / 
Jasa Pemerintah, seperti yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. 
Oleh karena pelelangan pada proyek Bendung Sapon dibiayai dari dana luar 
negeri, bukan dari APBN / APBD Pemerintah Indonesia seperti yang diatur 
dalam Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang / Jasa Pemerintah, maka pelelangan pada proyek ini mengacu pada 
HandBook for Procurement yang dikeluarkan oleh “JBIC” selaku Lembaga 
Donor. 
Pelelangan yang digunakan pada proyek tersebut adalah dengan cara 
International Competitive Bidding seperti pada kontrak antara JBIC dan 
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Republik Indonesia yang telah disetujui. Dalam pelaksanaan “ICB” telah 
ditentukan bahwa dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan 
yang dikeluarkan oleh Lembaga / Negara Donor yang bersangkutan, di 
samping ketentuan / peraturan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia.  
Pembangunan Bendung Sapon sendiri bertujuan untuk mengairi lahan 
pertanian seluas 2250 ha serta menjamin penyediaan airnya di musim hujan 
dan musim kemarau, yang mana merupakan suatu pemenuhan kesejahteraan 
rakyat. Sedangkan proyek pembangunan Bendung Sapon tersebut 
bermanfaat untuk : 
1. Meningkatkan luas areal irigasi teknis dari 1917 ha menjadi 2250 ha. 
2. Meningkatkan produksi padi dari 3,74 ton/ ha menjadi 5,5 ton/ ha. 
3. Menaikkan muka air tanah di kanan dan kiri alur sungai ( recharge air 
tanah ). 
4. Menjaga kestabilan dasar sungai di bagian hulu Bendung. 
5. Tersedianya prasarana wisata dan olahraga air. 
Adanya sistem pengadaan barang / jasa yang dilakukan dengan cara 
pelelangan internasional, memunculkan fakta bahwa ada cara-cara 
pengadaan barang / jasa lain di luar Keppres 80 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Untuk itu 
penulis merasa perlu untuk meneliti tentang cara dan ketentuan pelaksanaan 
pengadaan barang yang dilaksanakan dengan cara International Competitive 
Bidding tersebut. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik 
untuk melakukan penulisan hukum dengan judul : 
“PELAKSANAAN LELANG PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNG 
SAPON DENGAN DANA JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL 
COOPERATION OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE (JBIC 
ODA) LOANS 
( Studi Kasus Di Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal 
Sumber Daya Air Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Irigasi 
Andalan Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta )” 
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B. Rumusan Masalah 
 
Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena 
merupakan suatu pedoman dan mempermudah penulis dalam membahas 
permasalahan yang diteliti, sehingga sasaran yang dicapai jelas sesuai 
dengan apa yang diharapkan. 
Maka berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah 
disebutkan di atas sekiranya perlu dirumuskan masalah yang akan dibahas. 
Adapun perumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 
1. Apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan lelang pengadaan barang 
/ jasa proyek pembangunan Bendung Sapon dengan dana Japan Bank 
For International Cooperation Official Development Assistance (JBIC 
ODA) Loans? 
2. Bagaimana pelaksanaan lelang pengadaan barang / jasa proyek 
pembangunan Bendung Sapon dengan dana Japan Bank For 
International Cooperation Official Development Assistance (JBIC 
ODA) Loans ? 
3. Permasalahan apakah yang timbul dalam pelaksanaan lelang 
pengadaan barang / jasa proyek pembangunan Bendung Sapon dengan 
dana Japan Bank For International Cooperation Official Development 
Assistance (JBIC ODA) Loans dan bagaimana upaya penyelesaian 
terhadap permasalahan tersebut? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 
Dalam penyusunan skripsi ini secara garis besar tujuan yang hendak 




1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan 
lelang pengadaan barang / jasa proyek pembangunan Bendung 
Sapon dengan dana Japan Bank For International Cooperation 
Official Development Assistance (JBIC ODA) Loans. 
b. Untuk mengetahui tentang lelang pengadaan barang / jasa 
proyek pembangunan Bendung Sapon dengan dana Japan Bank 
For International Cooperation Official Development Assistance 
(JBIC ODA) Loans. 
c. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan 
lelang pengadaan barang / jasa proyek pembangunan Bendung 
Sapon dengan dana Japan Bank For International Cooperation 
Official Development Assistance (JBIC ODA) Loans dan upaya 
penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. 
 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk menambah wawasan dalam memperluas pemahaman akan 
arti penting ilmu hukum perdata, khususnya hukum lelang 
dalam teori dan praktek. 
b. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar strata 
satu dalam bidang ilmu hukum. 
 
D. Manfaat Penelitian  
 
Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini dibedakan antara 
manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu : 
 
 
1. Manfaat Teoritis 
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a. Dapat memberi sumbangan pengetahuan di bidang ilmu hukum 
perdata, khususnya dalam perkembangan hukum lelang. 
b. Hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemecahan – 
pemecahan atas permasalahan yang sedang dikaji. 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberi sumbangan pemikiran kepada para pihak yang terkait 
mengenai pelaksanaan lelang pengadaan barang / jasa. 
b. Sebagai wacana dalam pelaksanaan lelang pengadaan barang 
dengan cara International Competitive Bidding. 
 
E. Metode Penelitian 
 
Metode penelitian digunakan untuk mendapatkan suatu data dari 
obyek penelitian, yang kemudian data tersebut akan diolah guna 
mendapatkan data yang lengkap dan hasil penelitian yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun yang menyangkut tentang 
metode penelitian ini meliputi : 
1. Jenis Penelitian 
Dalam menyusun skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan 
adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris 
adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum 
dalam realitas atau kenyataan dalam masyarakat. 
2. Sifat Penelitian 
Penyusunan skipsi ini menggunakan sifat penelitian yang berupa 
sifat penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah 
penelitian hukum yang dimaksudkan untuk memberikan data sedetail 
mungkin atau seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-
gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 2006 : 10). 
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3. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu 
pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada 
data-data yang dinyatakan responden secara lisan ataupun tulisan, dan 
juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang 
utuh (Soerjono Soekanto, 2006 : 250). 
4. Jenis Data 
Merupakan catatan penting bagi seorang peneliti. Data 
merupakan catatan hasil interview dan observasi yang dalam 
penelitian kualitatif disebut “fieldnote”. (Heribertus Sutopo, 1988 : 
27). Sehingga peneliti mencari dan mengumpulkan data atau 
informasi sebagai bagian penting dalam proses penelitian. 
Jenis data yang digunakan ada dua yakni : 
a. Data primer, yaitu sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang 
secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan. 
b. Data sekunder, yaitu data yang penulis peroleh tidak melalui 
penelitian yaitu melalui literatur, dokumen lainnya maupun 
bahan pustaka lainnya.  
5.   Sumber Data 
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah 
subyek dimana data diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data 
diambil dari sumber Data Primer dan sumber Data Sekunder. 
a. Sumber Data Primer 
Meliputi responden yang memberi data secara langsung serta 
memberi keterangan-keterangan yang diperlukan.  
b.   Sumber Data Sekunder 
Merupakan sumber data yang tidak berkenaan atau berkaitan 
langsung dan memberikan keterangan yang bersifat mendukung 
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data primer. Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini 
meliputi :  
1) Bahan-bahan Hukum Primer yang meliputi bahan – bahan 
hukum seperti : 
a) Undang – Undang Dasar 1945. 
b) KUH Perdata. 
c) KUH Dagang. 
d) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang 
Wajib Dasar Perusahaan. 
e) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang 
Jasa Konstruksi. 
f) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 Ttntang 
Perjanjian Internasional. 
g) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. 
h) Keputusan Presiden R.I. Nomor : 80 Tahun 2003 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / 
Jasa Pemerintah Tahun 2003. 
i) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang 
Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. 
j) Peraturan Lelang / Vendureglement ( Peraturan 
Penjualan Di Muka Umum Di Indonesia ). 
k) Handbook for Procurement under JBIC ODA Loans. 
2) Bahan-bahan Hukum Sekunder 
Yaitu bahan – bahan yang erat hubungannya dengan 
bahan hukum primer yakni : 
a) Hasil penelitian. 
b) Buku – buku. 
c) Arsip. 
d) Dokumen – dokumen. 
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e) Internet, serta bahan lain yang berkaitan dengan 
pokok bahasan. 
3) Bahan-bahan Hukum Tersier 
Yaitu bahan yang memberi kejelasan terhadap bahan 
hukum primer dan sekunder yakni kamus hukum, kamus 
Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris. 
6.  Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dapat dibagi menjadi dua yaitu teknik 
interaktif yang meliputi interview dan observasi berperan serta dan 
teknik non interaktif yang meliputi observasi tak berperan serta dan 
content analisis dokumen. (Heribertus Sutopo, 1988 : 23). 
Untuk memperoleh data yang di perlukan maka penulis 
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Wawancara (interview) 
Teknik wawancara dalam penelitian ini dengan 
menggunakan daftar pertanyaan secara terstruktur, sebab 
dianggap lebih sesuai dan memadai untuk menyimpulkan data 
yang benar sesuai dengan kenyataan.   
Dalam penelitian ini penulis menggunakan “purposive 
sampling” dimana peneliti memilih informan yang dianggap 
tahu dan dapat di percaya untuk menjadi sumber data yang 
memiliki kebenaran dan pengetahuan yang mendalam. Dan 
dalam penelitian ini yang dimaksud dengan informan tersebut 
adalah panitia lelang pengadaan barang di Satuan Kerja Non 
Vertikal Tertentu (SNVT) Irigasi Andalan Propinsi Daerah 
Istimewa Jogjakarta.  
 
 
b. Penelitian Kepustakaan 
Teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan 
merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 
 xxiv
mengumpulkan dari bahan-bahan yang berupa buku-buku dan 
bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan obyek 
yang diteliti. 
7. Teknik Analisis Data 
Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa 
kualitatif, yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan kemudian 
menghubungkan data tersebut dengan teori yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti untuk akhirnya ditarik kesimpulan guna 
menentukan hasilnya. 
Dalam metode analisa kualitatif ini, penulis menggunakan cara 
analisa data dan mode interaktif, yaitu model analisis dalam penelitian 
kualitatif yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, sajian 
data dan penarikan simpulan (H. B. Sutopo, 2002 : 91). 
a. Reduksi data 
Reduksi data merupakan komponen pertama dalam 
analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, 
penyederhanaan dan abstraksi dari fieldnote. Reduksi data 
merupakan bagian yang mempertegas, memperpendek, 
membuat fokus, membuang hal – hal yang tidak penting dan 
mengatur data sehingga simpulan dapat ditarik. 
b. Sajian data 
Sajian data yang merupakan komponen analisis kedua, 
merupakan rakitan informasi, deskripsi dalam bentuk narasi 
yang memungkinkan simpulan dapat dilakukan. Sajian data 
merupakan komponen yang penting karena dalam tahap ini 
peneliti memasuki daerah analisis data. Kedalaman dan 
kemantapan hasil analisis sangat ditentukan oleh kelengkapan 
sajian datanya. 
c. Penarikan simpulan 
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Simpulan awal sifatnya masih kurang jelas, kemudian 
semakin meningkat secara eksplisit dan juga memiliki landasan 
yang semakin kuat. Simpulan akhir tidak akan terjadi sampai 
pada waktu proses pengumpulan data berakhir.  
Verifikasi dapat dilakukan dengan kegiatan berupa 
pengembangan ketelitian ataupun replikasi dalam satuan data 
yang lain. Data dan simpulan harus diuji validitasnya atau 
diverifikasi agar cukup mantap dan benar – benar bisa 
dipertanggungjawabkan. 
 
Model analisa interaktif ( interactive model of analisis ) dapat 




Gambar 1. Model Analisis Interaktif (H. B. Sutopo, 2002 : 96) 
 
Adapun proses analisisnya adalah sebagai berikut: 
Langkah pertama mengumpulkan data, setelah data terkumpul 
data direduksi artinya data diseleksi dan disederhanakan setelah itu 
diadakan penyajian data yaitu rangkaian data yang memungkinkan 
untuk ditarik kesimpulan. Apabila kesimpulan yang ditarik kurang 
mantap dapat mengulangi lagi melalui pengumpulan data. Setelah data 
Pengumpulan Data 
 
Reduksi Data Sajian Data 
Penarikan Simpulan / 
Verifikasi 
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terkumpul secara lengkap kemudian diadakan penyajian data lagi yang 
dibuat secara sistematis, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang 
baik. 
 
F.  Sistematika 
 
Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika 
penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan 
karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. 
Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu 
pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan dan penutup, ditambah dengan 
lampiran-lampiran dan daftar pustaka. Yang apabila disusun dengan 
sistematis adalah sebagai berikut : 
BAB I :   PENDAHULUAN 
Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian. 
Dalam latar belakang masalah diuraikan tentang hal-hal 
yang menjadi latar belakang dan alasan dilakukannya 
penelitian tentang pelaksanaan lelang pengadaan barang / 
jasa proyek pembangunan Bendung Sapon dengan dana 
Japan Bank For International Cooperation Official 
Development Assistance (JBIC ODA) Loans. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini berisi kajian-kajian pustaka dan teori 
yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti 
meliputi tinjauan tentang barang dan jasa, tinjauan tentang 
prestasi dan wanprestasi, tinjauan tentang pengadaan 
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barang / jasa, lelang sebagai salah satu cara pelaksanaan 
pengadaan barang / jasa, jaminan tentang perjanjian 
pemborongan dan pelelangan dengan cara International 
Competitive Bidding serta kerangka pemikiran. 
BAB III :   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan 
pembahasan tentang dasar hukum pelaksanaan lelang 
pengadaan barang / jasa proyek pembangunan Bendung 
Sapon dengan dana Japan Bank For International 
Cooperation Official Development Assistance (JBIC 
ODA) Loans, pelaksanaan lelang pengadaan barang / jasa 
proyek pembangunan Bendung Sapon dengan dana Japan 
Bank For International Cooperation Official Development 
Assistance (JBIC ODA) Loans dan permasalahan yang 
timbul dalam pelaksanaan lelang pengadaan barang / jasa 
proyek pembangunan Bendung Sapon dengan dana Japan 
Bank For International Cooperation Official Development 
Assistance (JBIC ODA) Loans dan upaya penyelesaian 
terhadap permasalahan tersebut. 
BAB IV :   SIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi simpulan dan saran – 
saran yang merupakan masukan dari 
peneliti dalam rangka menyumbangkan 







A. Kerangka Teori 
 
1. Tinjauan tentang Kontrak Internasional 
a. Pengertian Kontrak Internasional 
Kontrak atau disebut juga dengan persetujuan, merupakan 
tindakan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada 
seseorang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata). Dengan 
adanya penawaran / usul serta persetujuan oleh para pihak lain 
atas usul, lahirlah kontrak atau persetujuan yang mengakibatkan 
ikatan hukum bagi para pihak. Ikatan hukum tersebut umumnya 
saling memberatkan kepada para pihak kreditur maupun debitur.  
Kontrak sendiri merupakan salah satu cara lahirnya 
perjanjian yang diatur dalam Pasal 1233 BW.  
Perjanjian atau Verbintenissenrecht sendiri 
mengandung pengertian : suatu hubungan Hukum 
kekayaan / harta benda antara dua orang atau lebih, yang 
memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh 
prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk 
menunaikan prestasi (M. Yahya Harahap, 1986 : 5). 
Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perjanjian timbul 
karena (M. Yahya Harahap, 1986 : 23-28) : 
1) Persetujuan (Overeenkomst) atau yang biasa disebut 
dengan kontrak, dan 
2) Dari Undang – undang 
Menurut Sudargo Gautama, dari sifat dan ruang 
lingkup hukum yang mengikatnya, kontrak dapat berupa 
kontrak nasional dan kontrak internasional. Kontrak 
nasional tidak lain adalah kontrak yang dibuat oleh dua 
individu (subjek hukum) dalam suatu wilayah Negara 
yang tidak ada unsur asingnya. Sedangkan kontrak 
internasional adalah suatu kontrak yang di dalamnya ada 
atau terdapat unsur asing (foreign element) (Huala Adolf, 
2007 : 1). 
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b. Sumber Hukum Kontrak Internasional 
1) Hukum Nasional 
Hukum nasional merupakan hukum utama dalam 
setiap kontrak internasional. Kontrak internasional 
merupakan kontrak nasional yang terdapat unsur asing 
di dalamnya. Sehingga kontrak tunduk pada hukum 
nasional salah satu pihaknya. Hukum nasional termasuk 
pula peraturan – peraturan pemerintah yang secara 
langsung ataupun tidak langsung terkait dengan kontrak 
yang dibuat (Huala Adolf, 2007 : 70). 
2) Dokumen Kontrak 
Kesepakatan atau persetujuan merupakan hukum 
bagi para pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian 
antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua 
belah pihak (Salim H.S., 2004 : 10). Dalam Pasal 1320 
ayat (1) KUH Perdata disebutkan bahwa salah satu syarat 
sahnya persetujuan diperlukan adanya kesepakan antara 
mereka yang mengikatkan dirinya.  
Dijelaskan pula pada Pasal 1338 ayat (1) KUH 
Perdata : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang”. Pasal ini memberikan kepastian 
hukum bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati 
substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, 
sebagaimana layaknya undang-undang (Salim H.S., 2004 : 
10-11).  
Dokumen kontrak merupakan aturan lex specialist 
dari aturan / prinsip hukum. Dokumen kontrak merupakan 
undang – undang yang paling utama dan yang terpenting 
bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini berlaku dengan 
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didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak dan 
kesepakatan para pihak yang membuatnya (Huala Adolf, 
2007 : 71).  
Prinsip kebebasan berkontrak yang diatur pada Pasal 
1338 KUH Perdata, memberikan kebebasan kepada para 
pihak untuk (Salim H.S., 2004 : 9) : 
a. Membuat atau tidak membuat perjanjian, 
b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun, 
c. Menetukan isi perjanjian, pelaksanaan dan 
persyaratannnya, 
d. Menentukan bentuknya perjanjian, tertulis atau lisan. 
3) Kebiasaan Perdagangan Internasional 
Kebiasaan internasional di bidang perdagangan telah 
diakui umum sebagai suatu aturan yang mengikat. Hukum 
tersebut lahir dan berkembang dari kebiasaan yang 
dilakukan oleh pedagang. Kebiasaan perdagangan 
internasional terdiri dari praktek – praktek dagang, 
kebiasaan – kebiasaan atau standar – standar yang 
dirumuskan oleh berbagai lembaga – lembaga 
internasional. Kebiasaan internasional baru memiliki 
kekuatan hukum mengikat apabila para pihak dengan 
tegas menyatakannya secara tertulis. Apabila mereka 
menyatakan dengan tegas bahwa kebiasaan perdagangan 
tersebut tidak mengikat mereka, maka kebiasaan tersebut 
tidak akan berlaku (Huala Adolf, 2007 : 72).  
4) Prinsip – Prinsip Hukum Umum Mengenai Kontrak 
Prinsip hukum umum terkait dengan sumber hukum 
internasional yang termuat dalam Pasal 38 Statuta 
Mahkamah Internasional. Oleh karena prinsip hukum 
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umum dalam hukum internasional tidak jelas, maka 
prinsip – prinsip tersebut dapat mengambil dari hukum 
nasional. Prinsip – prinsip tersebut seperti, prinsip pacta 
sunt servanda, prinsip itikad baik, prinsip keadaan kahar, 
prinsip ganti rugi (Huala Adolf, 2007 : 74 - 75). 
5) Putusan Pengadilan 
Putusan pengadilan merupakan sumber hukum 
tambahan yang digunakan untuk mengetahui posisi 
pengadilan terhadap aturan – aturan kontrak internasional. 
Putusan pengadilan tersebut bersifat persuasif dan 
menentukan. Hal ini dapat dilihat dari nilai putusan yang 
berpengaruh (persuasif) terhadap adanya suatu hukum 
tertentu. Putusan pengadilan dapat diikuti oleh pengadilan 
– pengadilan yang selanjutnya digunakan secara konsisten. 
Putusan pengadilan juga dapat menentukan jurisprudensi 
di suatu Negara (Huala Adolf, 2007 : 75). 
6) Doktrin 
Doktrin atau pendapat sarjana terkemuka merupakan 
sumber tambahan yang dapat dijadikan acuan untuk 
menegaskan ada tidakanya suatu ketentuan hukum 
mengenai sesuatu objek kontrak. Pendapat sarjana tersebut 
dapat berupa pendapat yang tertulis di berbagai literatur, 
catatan – catatan berupa pendapat dalam suatu proses 
pembuatan perjanjian internasional maupun putusan – 
putusan pengadilan dari hakim di berbagai majelis 
pengadilan internasional (Huala Adolf, 2007 : 76). 
7) Perjanjian Internasional (Mengenai Kontrak) 
Perjanjian internasional di bidang kontrak sama 
halnya seperti hukum nasional, merupakan sumber hukum 
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utama. Perjanjian internasional mampu dan berperan 
terhadap perkembangan dan pengaturan kontrak 
internasional. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian 
bilateral maupun multilateral (Huala Adolf, 2007 : 76). 
c. Subjek Hukum dalam Kontrak Internasional 
1) Perusahaan dengan Perusahaan (Asing) Lainnya 
Prinsip umum yang berlaku adalah perusahaan asing 
tunduk pada hukum nasional di mana perusahaan tersebut 
didirikan. Kontrak yang ditandatangani antara perusahaan 
dengan perusahaan lainnya umumnya tunduk pada hukum 
nasional tertentu. Tergantung kesepakatan para pihak 
untuk menentukan hukum nasional mana yang akan 
digunakan. Tetapi adakalanya diberlakukan praktek – 
praktek kebiasaan internasional di samping hukum 
nasional tersebut (Huala Adolf, 2007 : 50 – 51). 
2) Negara dengan Perusahaan 
Bermann membagi kontrak antara Negara dengan 
perusahaan ke dalam dua bentuk, yaitu kontrak 
pembangunan ekonomi dan kontrak pengadaan barang 
dana jasa pemerintah (Huala Adolf, 2007 : 54). Dalam 
kontrak ini, Negara merupakan subyek hukum yang 
mempunyai dua kapasitas yang berbeda. Selain sebagai 
pembuat, pelaksana dan pengubah hukum, Negara juga 
berfungsi sebagai subjek hukum yang mengadili pelanggar 
hukum (Huala Adolf, 2007 : 55). 
Schachter berpendapat, dalam kontrak antara Negara 
dengan perusahaan berlaku prinsip kesepakatan dan 
kebebasan kedua belah pihak. Namun umumnya hukum 
 xxxiii 
yang berlaku adalah hukum nasional di mana kontrak 
tersebut dibuat dan dilaksanakan (Huala Adolf, 2007 : 57). 
3) Negara dengan Negara 
Kontrak antara negara dengan negara merupakan 
kontrak komersial yang menyangkut dua kedaulatan. Oleh 
karena itu sulit bagi suatu Negara untuk tunduk pada 
hukum Negara lain. Sehingga pilihan hukum untuk 
memilih hukum internasional merupakan pilihan netral 
bagi kedua Negara (Huala Adolf, 2007 : 60). 
4) Organisasi Internasional dengan Perusahaan 
Bentuk kontrak yang ditandatangani organisasi 
internasional dengan individu (perusahaan atau badan 
hukum) biasanya berupa (Huala Adolf, 2007 : 61 - 62): 
a) Kontrak pembelian real estate (bangunan / tanah) 
b) Kontrak pemborongan bangunan; dan 
c) Kontrak pengadaan barang dan jasa 
Kewenangan hukum organisasi internasional untuk 
menandatangani berbagai perjanjian biasanya tertuang 
dalam perjanjian pendirian oraganisasi internasional ynag 
bersangkutan. Pilihan hukum yang biasanya dipilih oleh 
organisasi internasional seperti (Huala Adolf, 2007 : 62): 
a) Hukum suatu Negara tertentu 
b) Hukum berupa prinsip – prinsip umum 
c) Tidak ada pencantuman hukum sama sekali. 
d. Objek dalam Kontrak Internasional 
Objek dalam kontrak adalah prestasi. Objek harus dapat 
ditentukan dan memenuhi syarat tertentu. Dikatakan prestasi 
harus dapat ditentukan berarti prestasi tersebut adalah sesuatu 
yang logis dan praktis. Dalam Pasal 1320 ayat (3) KUH Perdata 
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ditentukan bahwa objek harus memenuhi syarat, yaitu objeknya 
tertentu. Atau sekurang – kurangnya mempunyai jenis tertentu 
seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1333 KUH Perdata (M. 
Yahya Harahap, 1986 : 10 -11). 
e. Prinsip dalam Hukum Kontrak Internasional 
1) Prinsip Kebebasan Para Pihak 
Para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak, bebas 
untuk menetapkan bentuk dan isi kontrak, juga syarat – 
syarat yang berlaku untuk transaksi yang mereka buat. 
Kebebasan berkontrak tersebut tidak boleh menyimpangi 
aturan – aturan hukum nasional yang bersifat publik 
(Huala Adolf, 2007 : 19 - 23). 
2) Prinsip Supremasi / Kedaulatan Hukum Nasional 
Hukum nasional meruakan prinsip fundamental. 
Kekuatan mengikatnya adalah mutlak. Setiap benda, 
subjek hukum, perbuatan atau peristiwa hukum ataupun 
transaksi dagang yang dituangkan dalam kontrak yang 
terjadi dalam suatu wilayah, tunduk secara mutlak pada 
hukum nasional wilayah tersebut (Huala Adolf, 2007 : 19). 
3) Prinsip Pacta Sunt Servanda 
Prinsip ini menentukan bahwa para pelaku kontrak 
harus melaksanakan  kesepakatan – kesepakatan yang 
telah disepakatinya dan dituangkan dalam kontrak. 
Kewajiban untuk melaksanakan dan menghormati isi 
perjanjian sifatnya mutlak, karena kesepakatan tersebut 
mengikat dan berlaku sebagai undang – undang bagi para 
pihak yang membuatnya (Huala Adolf, 2007 : 23 - 24). 
4) Prinsip Good Faith (Itikad Baik) 
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Prinsip ini ada pada saat negosiasi, pelaksanaan 
kontrak hingga penyelesaian sengketa. Dibutuhkan rasa 
percaya dalam suatu bisnis agar pembuatan kontrak dapat 
direalisasikan. Tanpa adanya itikad baik dari para pihak, 
maka kontrak sulit untuk dibuat. Begitu pula apabila 
kontrak sudah dibuat, akan sangat sulit untuk berjalan 
dengan baik tanpa adanya suatu itikad baik (Huala Adolf, 
2007 : 24). 
5) Prinsip Resiprositas (Resiprokal) 
Prinsip ini menyaratkan bahwa para pihak dalam 
kontrak harus melaksanakan hak dan kewajibannya secara 
timbal balik. Adanya prestasi timbul balik tersebut timbul 
dari adanya kesepakatan yang timbal balik (Huala Adolf, 
2007 : 27). 
6) Prinsip Keadaan Darurat (Force Majeure) 
Prinsip ini penting untuk mengantisipasi situasi dan 
kondisi yang melingkupi objek kontrak. Prinsip keadaan 
darurat sangat berguna untuk menentukan pihak yang 
bertanggung jawab atas semua kerugian apabila terjadi hal 
– hal di luar kemampuan manusia, seperti bencana alam 
(Syahmin AK., 2006 : 8). 
7) Prinsip Ketepatan Waktu 
Setiap kontrak apapun bentuknya, harus memiliki 
batas waktu berakhirnya kontrak. Prinsip ini juga 
merupakan unsur kepastian pelaksanaan suatu prestasi 
(objek kontrak) (Syahmin AK., 2006 : 7). 
 
2. Prestasi dan Wanprestasi 
a. Prestasi 
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1) Pengertian Prestasi 
Prestasi disebut juga objek hukum. Tetapi, istilah 
prestasi di dalam bahasa hukum di Indonesia sendiri 
belum ada. Apabila dua orang mengadakan perjanjian atau 
apabila undang-undang dengan terjadinya suatu peristiwa 
menciptakan suatu perikatan, maka maksud dari kedua 
orang tersebut maupun dari pembentuk undang-undang 
ialah untuk mengikat kedua orang itu sehungga mereka 
memenuhi kewajiban untuk memenuhi sesuatu disebut 
dengan prestasi (Mariam Darus Badrulzaman, 1996 : 7). 
Prestasi adalah objek dari perjanjian. Tanpa prestasi, 
hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan 
hukum; sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi 
hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi 
mempunyai kedudukan sebagai kreditur, sedangkan pihak 
yang menunaikan prestasi bekedudukan sebagai debitur. 
(M. Yahya Harahap, 1986 : 7). 
2) Wujud Prestasi 
Dalam Pasal 1234 KUH Perdata disebutkan : “Tiap-
tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk 
berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. 
Sehingga menurut Pasal 1234 KUH Perdata tersebut, 
dapat dijelaskan bahwa wujud prestasi dibedakan atas : 
a) Memberikan sesuatu 
b) Berbuat sesuatu 
c) Tidak berbuat sesuatu (Mariam Darus Badrulzaman, 
1996 : 11). 
Berdasar adanya pengaturan yang berupa 
penggantian sesuatu kerugian yang tidak berwujud berarti 
prestasi yang menjadi objek perjanjian bisa saja 
merupakan sesuatu yang tak bernilai uang (M. Yahya 
Harahap, 1986 : 15). 
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3) Prestasi yang Halal 
Untuk sahnya perjanjian disyaratkan bahwa tidak 
boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan 
ketertiban umum, maka perikatan pun tidak mungkin 
mempunyai isi prestasi yang dilarang oleh undang-undang 
(J. Satrio, 1999 : 32 ). 
 
b. Wanprestasi 
1) Pengertian Wanprestasi 
Wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidra janji, 
tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian (Subekti, 
2003 : 110).  
Dalam kamus hukum dinyatakan bahwa wanprestasi 
adalah lalai, ingkar tidak memenuhi kewajiban dalam 
suatu perikatan. Pihak yang lalai harus memberikan 
penggantian rugi, biaya dan bunga (JCT. Simorangkir, 
2002 : 186 ). 
Seorang debitur disebutkan berada dalam keadaan 
wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan 
prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari 
jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan 
prestasi tidak menurut sepatutnya / selayaknya (M. Yahya 
Harahap, 1986 : 60). 
Wanprestasi sebagai perbuatan melawan hak 
kreditur, akan hilang atau terhapus atas dasar alasan 
overmacht / keadaan memaksa. Jika ketidak tepatan waktu 
pelaksanaan, atau kekurang sempurnaan pelaksanaan 
prestasi yang merugikan kreditur terjadi di luar 
perhitungan debitur, dalam hal ini wanprestasi tidak 
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melekat. Kekurang tepatan waktu / niet tijdig dan 
kekurang patutan yang dapat dipakai sebagai dasar 
wanprestasi adalah jika timbul oleh keadaan yang benar - 
benar dapat diperkirakan oleh debitur. Namun, dalam hal 
itu, debitur harus membuktikan akan adanya keadaan 
memaksa di luar perhitungan dan kemampuannya (M. 
Yahya Harahap, 1986 : 61). 
2) Wujud Wanprestasi 
a) Debitur sama sekali tidak berprestasi 
Debitur sama sekali tidak memberikan 
prestasi. Hal itu bisa disebabkan karena debitur 
memang tidak mau berprestasi atau karena kreditur 
objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara 
subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi (J. 
Satrio, 1999 : 122). 
b) Debitur keliru berprestasi 
Debitur dalam pikirannya telah memberikan 
prestasinya, tetapi dalam kenyataannya yang 
diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan. 
Jadi dalam hal ini, tidak berprestasi termasuk 
penyerahan yang tidak sebagai mana mestinya 
dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan (J. 
Satrio, 1999 : 128). 
c) Debitur terlambat berprestasi 
Debitur berprtestasi, objek prestasinya betul, 
tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan. 
Debitur seperti ini digolongkan dalam kelompok 
“terlambat berprestasi” kalau objek prestasinya 
masih berguna bagi kreditur. Orang yang terlambat 
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berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau mora 
(J. Satrio, 1999 : 133). 
3) Akibat Wanprestasi 
Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan 
atau kemestian bagi debitur membayar ganti rugi. Atau 
dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak 
yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian (M. 
Yahya Harahap, 1986 : 60). 
a) Pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata 
Dalam hal debitur lalai untuk memenuhi 
kewajiban perikatannya, kreditur berhak untuk 
menuntut penggantian kerugian, yang berupa 
ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Akibat hukum 
ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk 
memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu 
ataupun tidak melakukan sesuatu. 
b) Pasal 1237 KUH Perdata 
Sejak debitur lalai, maka resiko atas objek 
perikatan menjadi tanggungan debitur. 
c) Pasal1266 KUH Perdata 
Apabila perjanjian tersebut adalah perjanjian 
timbal balik, maka kreditur berhak untuk menuntut 
pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai 
dengan tuntutan ganti rugi (J. Satrio, 1999 : 144). 
 
3. Tinjauan tentang Barang dan Jasa 
a. Barang 
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Barang dalam kamus hukum diartikan sebagai benda yaitu 
segala sesuatu yang dapat menjadi objek sesuatu (JCT. 
Simorangkir, 2002 : 14).  
Sedangkan pengertian benda sendiri dalam kamus hukum 
adalah semua barang yang bertubuh maupun tidak, yang 
bergerak maupun tidak yang dapat memberikan hak kepada 
pemiliknya (JCT. Simorangkir, 2002 : 17). 
Dalam Pasal 499 KUHPdt yang diartikan sebagai benda 
adalah barang dan hak.  Barang sifatnya berwujud sedangkan 
hak sifatnya tidak berwujud. Barang merupakan objek hak 
milik, sedangkan hak juga dapat menjadi objek hak milik. 
Dalam arti hukum, yang dimaksud dengan benda adalah segala 
sesuatu yang menjadi obyek hak milik. Semua benda dalam arti 
hukum dapat diperjual belikan, diwariskan dan dapat 
diperalihkan kepada pihak lain (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 
126). 
Benda dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam menurut 
arti pentingnya sehubungan dengan perbuatan terhadap benda 
tersebut, yaitu (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 127-131) : 
1) Benda berwujud dan benda tidak berwujud 
2) Benda bergerak dan benda tidak bergerak 
3) Benda dipakai habis dan tidak dipakai habis 
4) Benda sudah ada dan benda akan ada 
5) Benda dalam perdagangan dan luar perdagangan 
6) Benda dapat dibagi dan tidak dapat dibagi 
7) Benda terdaftar dan tidak terdaftar 
Dari pembagian tersebut, yang penting ialah pembagian 
benda bergerak dan benda tidak bergerak, sebab pembagian ini 
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mempunyai akibat-akibat yang sangat penting dalam hukum 
(Subekti, 1995 : 61). 
Suatu benda dapat digolongkan ke dalam benda bergerak 
yaitu karena sifatnya dan karena ketentuan undang-undang. 
Benda bergerak menurut sifatnya ialah benda yang dapat 
dipindahkan (Pasal 509 KUHPdt). Sedangkan benda bergerak 
karena ketentuan undang-undang ialah hak-hak yang melekat 
atas benda bergerak (Pasal 511 KUHPdt).  
Benda tidak bergerak juga dibedakan menurut sifat dan 
ketentuan undang-undang. Menurut sifatnya, benda yang tidak 
bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan, 
tujuannya untuk dipakai tetap dan tidak berpindah-pindah (Pasal 
507 KUHPdt). Sedangkan benda tidak bergerak karena 
ketentuan undang-undang, adalah hak-hak yang melekat atas 
benda tidak bergerak (Pasal 508 KUHPdt) (Abdulkadir 
Muhammad, 2000 : 128-129). 
Pada pengadaan barang dan jasa, tidak lagi dinyatakan 
dalam istilah benda, tetapi langsung mengacu pada barang itu 
sendiri. Yang dimaksud dengan barang antara lain adalah : 
1) Barang jadi, barang setengah jadi, peralatan, suku cadang, 
komponen utama dan komponen pembantu. 
2) Bahan baku, bahan pelangkap dan bahan pembantu 





Mohamad Ichram Mukmin dalam bukunya menjelaskan 
bahwa jasa dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 
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1) Jasa kontraktor/ konstruksi, antara lain : 
Konstruksi sipil, mesin/ mekanis, listrik. 
2) Jasa konsultan, ialah : 
a) Jasa sebelum konstruksi, antara lain : pekerjaan 
persiapan (survei), perencanaan (studi, masterplan), 
perancanga (disain), perekayasaan (engineering). 
b) Jasa pada saat konstruksi, antara lain : pemasangan, 
pengelolaan proyek, pengawasan. 
c) Jasa pada tahap operasi bagi peningkatan daya guna, 
hasil guna dan produktivitas, antara lain : pengujian, 
perawatan, manajemen, akuntansi, pembinaan, 
pendidikan, latihan. 
d) Jasa yang tidak langsung berhubungan dengan 
Konstruksi, antara lain : analisa, evaluasi. 
e) Jasa angkutan, jasa pengurusan, jasa asuransi, dan 
lain-lain (Mohamad Ichram Mukmin, 1992 : 6). 
 
4. Tinjauan tentang Pengadaan Barang / Jasa 
“Pengadaan diartikan sebagai segala usaha dan kegiatan untuk 
memenuhi kebutuhan terhadap barang dan jasa atau jasa dalam batas 
peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Mohamad Ichram 
Mukmin, 1992 : 2). Proses pengadaan akan terjadi di semua tahapan 
proyek konstruksi. Pengadaan barang tersebut dapat dibagi di antara 
pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut, atau yang lazim 
disebut proses pemborongan bangunan. Adapun peserta dalam proses 
tersebut yaitu : 
a. Pemilik atau pemberi kerja 
Disebut juga principal (bouwheer, aanbesteder, kepala 
kantor, satuan kerja, pemimpin kerja, pemberi tugas) (F.X. 
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Djumialdji, 1995 : 7). Pemberi tugas dapat berupa perorangan 
atau badan hukum, instansi Pemerintah atau swasta. Tugas dari 
pemberi tugas adalah : 
1) Memeriksa dan menyetujui hasil pekerjaan pemborong 
2) Menerima hasil pekerjaan 
3) Membayar harga bengunan (F.X. Djumialdji, 1995 : 8).  
Adapun hubungan antara pemberi tugas dengan 
pemborong dapat berupa : 
1) Pemberi tugas adalah Pemerintah dan pemborong juga 
Pemerintah Departemen Pekerjaan Umum, maka 
hubungannya berwujud hubungan kedinasan. 
2) Pemberi tugas dari Pemerintah atau swasta sedangkan 
pemborong dari swasta, hubungannya dituangkan dalam 
perjanjian pemborongan / surat perintah kerja (F.X. 
Djumialdji, 1995 : 8). 
Sedangkan hubungan antara pemberi tugas dengan 
perencana dapat berupa : 
1) Pemberi tugas dan perencana dari Pemerintah, maka 
terdapat hubungan kedinasan. 
2) Pemberi tugas dari Pemerintah dan atau swasta, perencana 
dari swasta yang bertindak sebagai penasehat pemberi 
tugas, hubungannya dituangkan dalam perjanjian 
melakukan jasa-jasa tunggal. 
3) Pemberi tugas dari Pemerintah / swasta dan perencana dari 
swasta yang bertindak sebagai wakil pemberi tugas maka 
hubungannya dituangkan dalam perjanjian pemberian 
kuasa (Pasal 1792 – Pasal 1819 KUH Perdata) (F.X. 
Djumialdji, 1995 : 8). 
 
b. Pelaksana atau kontraktor utama, serta para sub kontraktor 
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Disebut juga pemborong (rekanan, annamar, contractor). 
Pemborong bisa perseorangan, badan hukum, swasta maupun 
Pemerintah (F.X. Djumialdji, 1995 : 7).  
Tugas pemborong adalah : 
1) Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bestek, 
2) Menyerahkan pekerjaan (F.X. Djumialdji, 1995 : 9).  
 
c. Perancang atau perencana 
Disebut juga konsultan, yang bertugas selain sebagai 
perencana juga sebagai pengawas. 
Tugas perencana yaitu : 
1) Sebagai penasihat 
Perencana mempunyai tugas membuat rencana biaya 
dan gambar bangunan sesuai pesanan pemberi tugas. 
2) Sebagai wakil 
Perencana bertindak sebagai pengawas, dengan 
tugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Hubungan 
pemberi tugas dengan perencana sebagai wakil dituangkan 
dalam perjanjian pemberi kuasa (Pasal 1792 – Pasal 1819 
KUH Perdata) (F.X. Djumialdji, 1995 : 11). 
 
d. Pengawas atau direksi 
Direksi bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan 
pemborong. Pengawas memberi petunjuk-petunjuk, memeriksa 
bahan-bahan, waktu pembangunan berlangsung dan membuat 
penilaian opname dari pekerjaan. 
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Hubungan direksi dengan pemberi tugas dituangkan 
dengan perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792 – Pasal 1819 
KUH Perdata) (F.X. Djumialdji, 1995 : 12). 
 
Pengadaan mencakup pembelian peralatan, material, 
perlengkapan, tenaga kerja dan jasa yang dibutuhkan untuk 
pembangunan proyek tersebut. Termasuk pula di dalamnya, aktivitas 
yang berhubungan seperti pengangkutan dan pengiriman, penentuan 
rute dan pengapalan, penanganan material dan peralatan, pertanggung 
jawaban, penyimpanan barang dan dokumentasi (Donald S. Barrie, 
1987 : 269). 
Pengadaan sendiri, menurut kriteria pandangan yang 
dipergunakan dapat dibagi dalam beberapa macam segi, yaitu 
(Mohamad Ichram Mukmin, 1992 : 2) : 
a. Dari segi sumber dana yang dimanfaatkan : 
1) Pengadaan luar negeri 
2) Pengadaan dalam negeri 
3) Pengadaan campuran 
b. Dari segi prosedur yang ditempuh : 
1) Pelelangan (tender) : 
a) Pelelangan umum 
b) Pelelangan terbatas 
2) Tanpa pelelangan (non tender) : 
a) Pengadaan langsung 
b) Penunjukan langsung 
3) Pengadaan biasa 
c. Dari segi domisili peserta yang mengikuti lelang : 
1) Pengadaan / pelelangan luar negeri (International 
Competitive Bidding) 
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2) Pengadaan / pelelangan dalam negeri (Local Competitive 
Bidding) 
d. Dari segi pelaksanaannya : 
1) Swakelola (dilakukan sendiri) : 
a) Swakelola murni 
b) Dilakukan oleh instansi Pemerintah lain 
2) Dikerjakan / diborongkan kepada pihak lain 
e. Dari segi obyek : 
1) Pengadaan barang / jasa 
2) Pengadaan jasa kontraktor 
3) Pengadaan jasa konsultan  
 
5. Tinjauan tentang Lelang  
a. Pengertian Lelang 
1) Pasal 1 Peraturan Lelang/ Vendu Reglement (V.R.) 
Lelang merupakan suatu istilah hukum yang 
penjelasannya ada dalam Pasal 1 Peraturan Lelang/ Vendu 
Reglement (V.R.). Definisi lelang yang diberikan dalam 
pasal tersebut adalah : 
Yang dimaksud dengan penjualan di muka 
umum ialah; pelelangan dan penjualan barang yang 
diadakan di muka umum dengan penawaran harga 
yang makin meningkat atau dengan persetujuan 
harga yang makin menurun, atau dengan pendaftaran 
harga, di mana orang-orang yang diundang atau 
sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan 
itu, diberikan kesempatan kepadanya untuk membeli 
dengan jalan : menawar harga, menyetujui harga 
atau dengan jalan pendaftaran (Rochmat Soemitro, 
1987 : 153). 
2) POLDERMAN 
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“Penjualan umum adalah alat untuk mengadakan 
perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan 
untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat” 
(Rochmat Soemitro, 1987 : 153). 
3) ROELL 
Penjualan umum adalah suatu rangkaian 
kejadian yang terjadi antara saat di mana seseorang 
hendak menjual sesuatu barang atau lebih, baik 
secara pribadi maupun dengan perantara kuasanya 
dengan memberi kesempatan kepada orang-orang 
yang hadir melakukan penawaran untuk membeli 
barang-barang yang ditawarkan, sampai kepada saat 
di mana kesempatan itu lenyap (Rochmat Soemitro, 
1987 : 154). 
4) Kamus Hukum 
Lelang adalah penjualan barang-barang di muka 
umum dan diberikan pada penawar yang tertinggi (JCT. 
Simorangkir, 2002 : 90). 
 
b. Tinjauan tentang Penawaran 
Pasal 1 Peraturan Lelang / Vendu Reglement (V.R.) 
menyebutkan terdapat tiga (3) macam penawaran, yaitu : 
1) Bij opbod 
Yaitu penawaran yang makin meningkat. Juru lelang 
menawarkan suatu barang dengan jumlah dan harga 
tertentu tergantung kehendak pemilik barang. Yang 
mendapatkan barang adalah orang yang memberikan 
penawaran terakhir dan penawaran tersebut ‘diluluskan’. 
Bila pada waktu ditawarkan pertama oleh juru lelang tidak 
ada yang menawar, maka disebut ‘dihentikan’ (Rochmat 
Soemitro, 1987 : 155-156). 
2) Bij afslag 
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Yaitu penawaran yang makin menurun. Pada waktu 
pertama kali ditawarkan dengan harga tinggi melampaui 
harga yang sebenarnya dari harga barang yang akan 
dilelang. Jika tidak ada yang melakukan penawaran, harga 
diturunkan. Orang yang pertama kali melakukan 
penawaran lah yang mendapatkan barang tersebut. Bila 
tidak ada yang menawar sampai harga minimal di mana 
pemilik barang menginginkan untuk dihentikan, maka 
lelang dihentikan (Rochmat Soemitro, 1987 : 156). 
3) Bij openbare inschrijving 
Yaitu penawaran yang dilakukan oleh Pemerintah, 
apabila akan melakukan penjualan / pembelian. Yang 
kemudian biasa disebut dengan tender. Ada dua macam 
tender, yaitu : 
a) Tender untuk membeli 
Orang yang akan membuat bangunan atau 
pihak pemberi kerja, membuat terlebih dahulu 
gambar, bestek dan voorwaardennya. Di sini harus 
disebutkan dan dijelaskan segala-galanya mulai dari 
bentuk, luas, bahan-bahan, kualitas dan sebagainya 
dari bangunan yang akan dibuat.  
Pemborong / kontraktor yang berniat 
mengikuti tender mengambil gambar, bestek dan 
voorwaarden tersebut dengan membayar sejumlah 
uang kepada pemberi kerja. Bila sudah jelas, 
pemborong mengajukan penawaran secara tertulis 
dan tertutup dalam jangka waktu tertentu. Bentuk 
sampul surat harus sama dan sudah ditentukan. 
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Kemudian semua surat tersebut dimasukkan ke 
dalam kotak dan disegel. 
Kotak tersebut dibuka pada hari itu juga 
dengan disaksikan oleh : 
i. Pemberi kerja 
ii. Para calon pemborong yang ikut memasukkan 
penawaran. 
Penawaran yang diajukan peserta tender 
tertentu berlainan jumlah / harganya. Oleh karena itu 
biasanya diambil yang terendah, tetapi tidak mutlak, 
oleh karena ada kemungkinan salah hitung 
(Rochmat Soemitro, 1987 : 157). 
 
b) Tender untuk menjual 
Yaitu suatu tender yang menawarkan secara 
umum tentang barang-barang dalam keadaan 
seadanya. Prosedurnya adalah para peminat 
mengajukan penawaran atau permohonan dalam 
amplop tertentu. Kemudian yang dipilih adalah 
mereka yang memberikan penawaran tertinggi 
(Rochmat Soemitro, 1987 : 158). 
 
c. Prosedur Pelelangan 
Fase sebelum kontrak atau lazim disebut prosedur 
pelelangan merupakan fase yang mendahului terjadinya 
perjanjian (precontractuale fase) dalam proses pemborongan 
bangunan. Prosedur pelelangan tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Pemberitahuan / pengumuman secara umum atau secara 
terbatas tentang adanya pelelangan pekerjaan. Penjelasan 
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(aanwijzing) mengenai pekerjaan sesuai dengan bestek dan 
persyaratan – persyaratan pekerjaan. 
2. Persyaratan prakualifikasi, kualifikasi dan klasifikasi 
terhadap pemborong. 
3. Pemenuhan jaminan yang diwajibkan dalam pemborongan 
bangunan : jaminan tender, jaminan pelaksana, jaminan 
uang muka, jaminan pemeliharaan, bouwgaransi (jaminan 
pembangunan); kontra garansi, pencarian jaminan. 
4. Pelelangan : pelelangan umum, pelelangan terbatas, cara 
menentukan pelulusan (Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 
1982 : 8). 
 
6. Tinjauan tentang Jaminan 
a. Pengertian Jaminan 
Dalam buku Mariam Darus Badrulzaman (1987 : 227 – 
265), Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang 
diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 sampai dengan 
30 Juli 1977, telah menghasilkan kesimpulan dari pengertian 
jaminan. Jaminan adalah “menjamin dipenuhinya kewajiban 
yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan 
hukum. Oleh karena itu, hukum janinan erat sekali dengan 
hukum benda” (Salim HS., 2004 : 22). 
Sedangkan Hartono Hadisoeprapto berpendapat bahwa 
jaminan adalah “Sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk 
menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi 
kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari 
suatu perikatan” (Salim HS., 2004 : 22). 
M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan adalah “Segala 
sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk 
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menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat” (Salim HS., 
2004 : 22). 
b. Jenis Jaminan 
Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu : 
1) Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan 
Jaminan kebendaan memberikan hak mendahului di 
atas benda – benda tertentu dan mempunyai sifat melekat 
dan mengikuti benda yang bersangkutan (Salim HS., 2004 
: 23). 
Sri Soedewi Masjchoen Sofwan berpendapat bahwa 
jaminan kebendaan adalah “Jaminan yang berupa hak 
mutlak atas suatu benda, yang mempunyai cirri – cirri 
tertentu, dan dapat dipertahankan terhadap siapapun, 
selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan” (Salim 
HS., 2004 : 24). 
Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 
macam, yaitu (Salim HS., 2004 : 24 - 25) : 
a) Gadai (pand) 
b) Hipotek; 
c) Credietverband; 
d) Hak tanggungan; 
e) Jaminan fidusia. 
2) Jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan 
Jaminan perorangan hanya dijamin oleh harta 
kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin 
pemenuhan perikatan yang bersangkutan (Salim HS., 2004 
: 23). 
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Sri Soedewi Masjchoen Sofwan berpendapat bahwa 
jaminan perorangan adalah “Jaminan yang menimbulkan 
hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat 
dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta 
kekayaan debitur umumnya” (Salim HS., 2004 : 24). 
Yang termasuk dalam jaminan perorangan adalah 
(Salim HS., 2004 : 25) : 
a) Penanggungan (borg) adalah orang lain yang dapat 
ditagih; 
b) Tanggung – menanggung, yang serupa dengan 
tanggung renteng; 
c) Perjanjian garansi. 
c. Sifat Perjanjian Jaminan 
Perjanjian kebendaan pada dasarnya dapat dibedakan 
menjadi 2 macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian 
accesoir. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk 
mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau 
lembaga keuangan nonbank. Contoh dari perjanjian ini adalah 
perjanjian kredit bank. 
Perjanjian accesoir adalah perjanjian yang bersifat 
tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh 
perjanjian accesoir ini adalah perjanjian pembebanan jaminan, 
seperti perjanjian gadai, tanggungan dan fidusia. 
Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat perjanjian 
jaminan adalah perjanjian accesoir, yaitu mengikuti perjanjian 
pokok (Salim HS., 2004 : 29 - 30). 
d. Jaminan Dalam Perjanjian Pemborongan 
Jaminan dalam perjanjian pemborongan adalah salah satu 
persyaratan yang diminta oleh pemimpin proyek terhadap 
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rekanan dengan maksud agar proyek yang dilaksanakan dapat 
berjalan lancar (F.X. Djumialdji, 1995 : 29). 
1) Bank Garansi / Jaminan Bank 
Bank garansi merupakan salah satu bentuk dari 
perjanjian penanggungan (borgtocht). Pengertian 
perjanjian penanggungan terdapat dalam Pasal 1820 KUH 
Perdata, yaitu perjanjian dengan mana seorang pihak 
ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri 
untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala 
orang ini tidak memenuhinya (F.X. Djumialdji, 1995 : 30). 
Jaminan bank adalah suatu jenis penanggungan di mana 
yang bertindak sebagai penanggung adalah bank (Sri 
Soedewi Masjchun Sofwan, 1982 : 16). 
Dalam perjanjian pemborongan disyaratkan adanya 
bank garansi yang harus dipenuhi oleh pemborong 
sebelum pelaksanaan tender dan sebelum pelaksanaan 
pekerjaan, yang berupa : 
a) Jaminan penawaran (tender garansi / tender bond) 
Bentuk perjanjian penanggungan di mana bank 
menjamin pembayaran sejumlah uang tertentu (1- 
3% dari penawaran) untuk memenuhi syarat 
penawaran di dalam pelelangan pemborongan 
pekerjaan (Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982 : 
17). 
Jaminan penawaran dapat diperoleh dari bank 
Pemerintah atau bank  lembaga keuangan lain yang 
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Bagi 
kontraktor yang berkedudukan di luar negeri, surat 
jaminan tersebut dari bank devisa di Indonesia atau 
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bank luar negeri yang direkomendasikan oleh Bank 
Indonesia (F.X. Djumialdji, 1995 : 35). 
b) Jaminan pelaksanaan (performance bond) 
Bentuk penanggungan yang diberikan oleh 
bank untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan 
yang harus dilaksanakan oleh kontraktor (Sri 
Soedewi Masjchun Sofwan, 1982 : 19). 
Dalam pemborongan bangunan, jaminan 
pelaksanaan hanya diwajibkan bagi pemborong yang 
telah diluluskan dalam pelelangan pekerjaan, setelah 
pemborong menyetorkan sejumlah persentase 
tertentu (5%) dari nilai pemborongan dan harus 
dibayarkan sebelum kontrak ditanda tangani (Sri 
Soedewi Masjchun Sofwan, 1982 : 19). 
c) Jaminan uang muka (prepayment bond) 
Jaminan bank yang harus diberikan sebelum 
membayar uang muka (20% dari nilai borongan) (Sri 
Soedewi Masjchun Sofwan, 1982 : 20). 
Uang muka ada apabila di dalam perjanjian / 
kontrak pemborongan dimuat ketentuan mengenai 
pembayaran uang muka. Jika pemborong akan 
mengambil uang muka, maka pemborong harus 
memberikan surat jaminan uang muka (F.X. 
Djumialdji, 1995 : 37). 
2) Surety Bond 
Jaminan bank berupa surety bond yang diberikan 
oleh surety coy, diatur dalam Peraturan Pemerintah no.34 
tanggal 6 Desember 1978 dan SK Menteri Keuangan 
no.271/KMKII/1980. Badan hukum yang diberi 
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kepercayaan untuk melaksanakannya adalah perum 
asuransi kerugian “Jasa Raharja”  (Sri Soedewi Masjchun 
Sofwan, 1982 : 21). 
Surety bond adalah suatu perikatan jaminan dalam 
bentuk warkat di mana penjamin (perusahaan surety) 
dengan menerima premi (service charge) mengikatkan diri 
guna kepentingan oblige untuk menjamin pelaksanaan atas 
suatu kewajiban atau perikatan pokok dari prinsipal, yang 
mengakibatkan kewajiban membayar atau memenuhi 
suatu prestasi tertentu terhadap oblige, apabila prinsipal 
ternyata cedera janji atau wanprestasi, untuk pemenuhan 
kewajibannya kepada pemberi pekerjaan sampai batas 
penal sum (F.X. Djumialdji, 1995 : 42). 
Surety bond khususnya construction contract 
building tersebut meliputi : 
a) Bid bond 
“Surety company menjamin bahwa kontraktor 
jika memenangkan tender, akan menutup kontrak 
dan menyediakan performance bond (jaminan 
pelaksanaan)” (Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982 
: 21). 
b) Performance bond 
Surety company menjamin bahwa kontraktor 
akan dapat menyelesaikan pekerjaan yang 
ditawarkan sesuai dengan bunyi perjanjian. Jika 
kontraktor tidak memenuhi kewajibannya maka 
surety company akan menyelesaikannya sampai 
pada batas jumlah yang diperjanjikan sebagai 
jaminan (Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982 : 21). 
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c) Advance payment bond / prepayment bond 
Jika kontraktor dalam pelaksanaan 
pemborongan bangunan membutuhkan uang muka 
dari pemberi tugas maka pembayaran kembali dari 
uang muka tersebut dijamin dengan advance 
payment bond (Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982 
: 22). 
d) Maintenance bond 
Jaminan terhadap kerusakan pekerjaan atau 
material yang terjadi setelah pekerjaan selesai 
dilaksanakan (Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982 : 
22). 
e) Payment bond (labour and material bond) 
“Surety company menjamin bahwa kontraktor 
akan mampu membayar semua upah buruh dan 
harga bahan bangunan sesuai dengan isi perjanjian / 
kontrak sampai pada jumlah maksimum yang 
diperjanjikan” (Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982 
: 22). 
3) Jaminan Pemeliharaan 
Masa pemeliharaan adalah selama jangka waktu 
tertentu, pemborong harus memperbaiki kerusakan-
kerusakan dari pekerjaannya itu atau kalau ada 
kekurangan-kekurangan pekerjaan bisa ditambah (F.X. 
Djumialdji, 1995 : 53). 
Sedangkan jaminan pemeliharaan adalah sejumlah 
uang tertentu yang besarnya 5% dari harga borongan, yang 
digunakan untuk menjamin kerusakan-kerusakan pada 
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pekerjaan tersebut selama jangka waktu tertentu (F.X. 
Djumialdji, 1995 : 54). 
4) Jaminan Pembangunan (Bouw Garansi) 
Dimungkinkan pihak yang memborongkan 
bangunan mensyaratkan adanya pemborong peserta yang 
sanggup bertindak sebagai penanggung untuk 
menyelesaikan kewajiban pembangunan tersebut, jika 
pemborong utama tidak dapat memenuhi prestasi misal 
karena pailit atau meninggal dunia (Sri Soedewi Masjchun 
Sofwan, 1982 : 20). 
Pemborong paserta mengikatkan diri untuk 
memenuhi/ menyelesaikan kewajiban pemborong utama, 
dituangkan dalam bentuk perjanjian penanggungan seperti 
yang dimaksud dalam Pasal 1820 KUH Perdata (Sri 
Soedewi Masjchun Sofwan, 1982 : 20). 
Jaminan pembangunan menguntungkan bagi kedua 
belah pihak, karena bagi pihak pemberi pekerjaan, 
pekerjaannya tidak mengalami hambatan. Sedangkan bagi 
kontraktor, ia tidak perlu membayar ganti rugi jika tidak 
dapat melanjutkan pekerjaanya (F.X. Djumialdji, 1995 : 
55). 
 
7. Pelelangan dengan Cara International Competitive Bidding 
Proses pelelangan pekerjaan Bendung Sapon dilaksanakan 
dengan cara pelelangan “ICB” (International Competitive Bidding). 
Pelelangan ini merupakan suatu pelelangan luar negeri / internasional, 
dalam pengertian dengan memanfaatkan bantuan luar negeri. “ICB” 
merupakan pelelangan yang diadakan dengan mengikutsertakan 
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peserta tidak hanya dari dalam, tetapi juga luar negeri (Mohamad 
Ichram Mukmin, 1992 : 65). 
Pelelangan dengan cara ICB mempunyai ruang lingkup dan 
syarat yang lebih luas dibanding pelelangan secara umum, yaitu dalam 
hal: 
1) Undangan / pengumuman. Dilakukan secara lebih luas, yaitu 
dengan mengedarkan kepada perusahaan-perusahaan di luar 
negeri melalui kedutaan-kedutaan besar dari Negara yang 
memenuhi persyaratan, yang ada di Jakarta dan dengan 
memuatnya di dalam surat kabar berbahasa Inggris. 
2) Penyusunan dokumen. Prakualifikasi dan penetapan hasil 
prakualifikasi, penyusunan dokumen pelelangan dan penetapan 
pemenang pelelangan, perlu memperoleh persetujuan dari 
lembaga / Negara donor yang bersangkutan (Mohamad Ichram 
Mukmin, 1992 : 65). 
Pelaksanaan “ICB” dilakukan dengan mengacu pada ketentuan-
ketentuan yang dikeluarkan oleh Lembaga / Negara Donor yang 
bersangkutan, di samping juga memperhatikan ketentuan yang berlaku 
di Negara kita (Mohamad Ichram Mukmin, 1992 : 65). Begitu pula 
yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan Bendung Sapon, yang 
pelelangannya dilaksanakan oleh SNVT Irigasi Andalan Propinsi 
Daerah Istimewa Jogjakarta. 
Dalam pelelangan pekerjaan Bendung Sapon didasarkan pada 
HandBook for Procurement, yang dikeluarkan oleh Japan Bank for 
International Cooperation sebagai lembaga peminjam dana untuk 







B. Kerangka Pemikiran 
 
Gambar 2. Model Analisis Interaktif 
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Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial 
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Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea empat menjelaskan tentang 
tujuan Negara untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan tersebut diwujudkan dengan 
adanya pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana yang mendukung 
perkembangan di berbagai bidang. 
Untuk itu, diperlukanlah suatu kerja sama dengan lembaga donor 
Internasional dalam hal pinjaman dana untuk proyek pembangunan di 
Indonesia, agar tujuan Negara tersebut dapat terlaksana. Pada tanggal 5 Juli 
2001, Japan Bank For International Cooperation (JBIC) membuat suatu 
kontrak pinjaman dengan Republik Indonesia. Kontrak tersebut bernama 
Loan Agreement For Project Type Sector Loan for Water Resources 
Development (II). 
JBIC selaku debitur mengeluarkan pinjaman dana untuk Republik 
Indonesia (kreditur) untuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di 
Indonesia yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu 
proyek yang dibiayai dengan dana JBIC tersebut adalah proyek 
pembangunan Bendung Sapon di Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta. 
Di Indonesia, yang mempunyai wewenang untuk mengadakan 
pengadaan barang / jasa Pemerintah adalah Direktorat Jenderal Pekerjaan 
Umum. Oleh karena proyek ini berada di wilayah Propinsi Daerah Istimewa 
Jogjakarta, maka pelelangan dan pelaksanaan proyek dilaksanakan oleh 
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Irigasi Andalan Propinsi 
Daerah Istimewa Jogjakarta. 
Pelaksanaan suatu proyek tentu saja memerlukan suatu pengadaan 
barang / jasa dalam memenuhi kebutuhan atau sumber-sumber yang 
dibutuhkan untuk pembangunannya. Hal ini pula yang terjadi pada proyek 
pembangunan Bendung Sapon. Pengadaan barang / jasa dalam proyek 
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Sapon tersebut mengacu pada sebuah buku pedoman (handbook) yang 
dikeluarkan oleh JBIC selaku lembaga donor. Penggunaan handbook for 
Procurement under JBIC ODA Loans berdasarkan pada kontrak awal yang 
telah disepakati antara JBIC dan Indonesia. 
Dalam HandBook for Procurement, telah dicantumkan bahwa 
pengadaan barang dalam proyek pembangunan Bendung Sapon melalui 
suatu cara pelelangan internasional / ICB (International Competitive 
Bidding). Pelaksanaan “ICB” sendiri dilakukan dengan mengacu pada 
ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Lembaga/ Negara Donor yang 
bersangkutan. Oleh karena itu, HandBook for Procurement under JBIC 
ODA Loans menjadi acuan dan dasar dalam pelaksanaan lelang pengadaan 
barang dalam pembangunan Bendung Sapon di Propinsi Daerah Istimewa 
Jogjakarta.   
Tahap dalam pelelangan tersebut, dimulai dari tahap prakualifikasi 
yang kemudian dilanjutkan dengan adanya prakualifikasi ulang. Dalam 
tahapan prakualifikasi ini, setiap peserta harus memenuhi semua persyaratan 
yang telah diajukan oleh pemberi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk 
memperoleh peserta yang dapat mengikuti tahap pelelangan. Setiap peserta 
yang mendaftar harus mempunyai jaminan yang berupa bank garansi. Di 
mana dalam proyek pembangunan Bendung Sapon ini, Bank Mandiri 
ditunjuk sebagai bank yang dapat memberikan jaminan tersebut.  
Tujuan dari pelelangan tersebut yaitu untuk memperoleh kontraktor 
yang akan menyediakan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam 
pembangunan dan juga melaksanakan pembangunan proyek tersebut. 
Pelelangan ini merupakan suatu pelelangan luar negeri/ internasional, dalam 
pengertian dengan memanfaatkan bantuan luar negeri. “ICB” merupakan 
pelelangan yang diadakan dengan mengikutsertakan peserta tidak hanya dari 
dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Para kontraktor nasional maupun 
internasional tersebut akan bersaing untuk dapat memenangkan tender/ 
lelang.  
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Dengan adanya pelaksanaan lelang tersebut, maka akan didapatkan 
pemenang lelang. Dalam proyek Bendung Sapon ini, pemenang lelang 
adalah Waskita-NK-SACNA (J.O). Pemenang lelang yang berhak menjalani 
proses kontrak dengan pemberi kerja untuk menyediakan barang dan 
melaksanakan proyek pembangunan Bendung Sapon. 
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
C. Deskripsi Proyek Pembangunan Bendung Sapon  
 
1. Proyek Pembangunan Bendung Sapon  
A. Latar belakang dan Permasalahan 
Daerah irigasi Sapon dengan luas potensial 2250 ha di 
Kabupaten Kulon Progo merupakan lahan pertanian yang sangat 
produktif. Kebutuhan air irigasinya diambil dari kali Progo 
melalui pengambilan bebas (free intake) dengan debit rencana 
sebesar 4,80 m3/detik. 
Sekitar tahun 1970-an, karena tingginya angkutan 
sedimentasi, terjadi agradasi di kali Progo yang menyebabkan 
pintu intake dan saluran tertutup pasir sehingga tidak dapat 
dioperasikan. Selama periode 1979 s/d 1984 diadakan perbaikan 
jaringan irigasi serta pintu intake / pengambilan, dipindah ke 
arah hilir sejauh 100 m dari lokasi yang lama dan selesai 
dibangun pada tahun 1984. 
Pada saat ini terjadi hal yang sebaliknya yaitu terjadi 
degradasi sungai yang cukup tinggi antara 2 – 3 meter sehingga 
pada debit tertentu, air tidak dapat masuk ke intake Sapon 
terutama di musin kemarau.  
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B. Pemecahan 
Diperlukan upaya agar air di kali Progo dapat masuk ke 
saluran induk Sapon baik pada musim hujan maupun pada 
musim kemarau. Agar intake dapat beroperasi kembali, perlu 
dibangun sebuah bendung baru. Pembangunan bendung ini juga 
akan dapat mengendalikan dasar kali Progo di bagian hulunya 
karena akan berfungsi juga sebagai pengendali dasar sungai 
(bottom control). 
C. Deskripsi Proyek 
1) Nama proyek  :  Sapon Irrigation Sub – Project 
2) Lokasi  :   
a) Peta umum ditunjukkan dalam gambar 3. Peta 
Umum Lokasi Proyek 
b) Lokasi dan administrasi proyek : 
i. Propinsi : Daerah Istimewa Jogjakarta 
ii. Kabupaten : Kulon Progo 
iii. Kecamatan : Srandakan 








































Gambar 3. Peta Umum Lokasi Proyek 
( Dokumen Profil Proyek Pembangunan Bendung Sapon Daerah Irigasi Sapon ) 
3) Jenis pembangunan :  
a) Konstruksi pengalihan Bendung baru. 
b) Rehabilitasi / perbaikan saluran utama dan sekunder. 
c) Rehabilitasi bangunan irigasi yang terkait. 
D. Dana Pembangunan 
Pembangunan Bendung Sapon serta rehabilitasi jaringan 
irigasinya berasal dari bantuan Pemerintah Jepang melalui 
Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Loan No. IP-
505 dalam program PTSL II (Project Type Sector Loan for 
water Resources Development II). Nilai kontrak tersebut adalah 
Rp 61.592.473.537,00 (100 % Loan). 
E. Pelaksanaan 
Pembangunan Bendung dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi 
Sapon dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum melaui 
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Irigasi Andalan Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Sebagai Konsultan Perencana dan 
Supervisi adalah Konsultan Nippon Koei Co, LTD and 
Associates, sedangkan Kontraktor Pelaksana adalah Waskita-
NK-Sacna Joint Operation.  
Rencana pelaksanaan dari prakualifikasi sampai dengan 
pelaksanaan konstruksi adalah sebagai berikut : 
1) Prakualifikasi (PQ) (Juni 2004 – Oktober 2004) 
2) Pelaksanaan Lelang / Tender (Oktober 2004 – Pebruari 
2005) 
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3) Proses Kontrak (Maret 2005) 
4) Pelaksanaan Konstruksi (Maret 2005 – Nopember 2006) 
Setelah berjalannya proses prakualifikasi sampai dengan 
proses kontrak, ternyata ada pergeseran waktu untuk rencana 
masa pelaksanaan di lapangan adalah 730 hari mulai 28 Mei 
2005 s/d 28 Mei 2007 dan masa pemeliharaan 364 hari. Tahapan 
pelaksanaan dibagi dalam 2 (dua) tahap : 
1) Tahap I (2005): 
Membangun sepertiga lebar bendung dimulai dari 
sisi kanan sungai, tanggul banjir kanan, rehabilitasi 
saluran penangkap pasir (sandtrap) dan saluran 
pengurasnya serta jaringan irigasi. 
2) Tahap II (2006 & 2007): 
a) Melanjutkan penyelesaian pekerjaan bendung di sisi 
kanan dan kiri sungai, tanggul banjir kanan dan kiri, 
rehabilitasi saluran penangkap pasir (sandtrap) dan 
saluran pengurasnya serta jaringan irigasi. 
b) Melanjutkan penyelesaian pemasangan pintu-pintu 
bendung, bagi dan sadap. 
F. Pengadaan 
1) Cara / metode pengadaan :  
ICB akan diterapkan pada sistem saluran irigasi 
termasuk saluran tersier baru karena perkiraan biayanya 
melebihi Rp 35 Milyar. 
2) Prosedur pengadaan :  
a) Dokumen dan kriteria untuk prakualifikasi : 
diserahkan kepada JBIC untuk diteliti dan disetujui 
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b) Draft iklan : draft tersebut harus  dikonfirmasi ulang 
oleh JBIC. 
c) Iklan / pengumuman prakualifikasi : 
i. Koran nasional, dan 
ii. Koran lokal 
d) Evaluasi prakualifikasi : hasil dari prakualifikasi 
adalah subyek dalam JBIC review and concurrence. 
e) Evaluasi tender : hasil dari evaluasi tender adalah 
subyek dalam JBIC review and concurrence. 
f) Kontrak : kontrak dalam Iahasa Inggris dan 
mengikuti ketentuan JBIC. Kontrak tersebut juga 
merupakan subyek dalam JBIC review and 
concurrence. 
 
2. Profil Departemen Pekerjaan Umum Sebagai Peminjam Dana dan 
Pemberi Kerja dalam Proyek Pembangunan Bendung Sapon 
 
 
Gambar 4. Lambang Departemen Pekerjaan Umum 
<http://www.pu.go.id/index.asp> (20 Pebruari 2008 pukul 21.10) 
Nama Pekerjaan Umum muncul di awal tahun awal 
kemerdekaan, 1945 sebagai terjemahan dari institusi Department der 
Burgelijke Openbare Warken (pada masa penjajahan Belanda). 
Sedangkan pada masa penjajahan Jepang bidang ini ditangani oleh 
Kotubu Bunsitsu, yang kurang lebih sama dengan Jawatan Pekerjaan 
Umum. Kemudian dalam kabinet pertama Republik Indonesia yang 
diumumkan tanggal 2 September 1945, di bawah Perdana Menteri 
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Moh. Hatta, bernama Kementrian Pekerjaan Umum, dengan 
Menterinya Abikusno Tjokrosoejono, seorang arsitek otodidak adik 
pendiri Sarikat Islam H. O. S Tjokroaminoto. 
Sejak masa kemerdekaan hingga reformasi sekarang, nama – 
nama yang pernah disandang oleh instansi ini adalah Kementrian 
Pekerjaan Umum, Depatemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, 
Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik plus Menteri Muda 
Perumahan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Permukiman 
dan Pengembngan Wilayah plus Menteri Negara Pekerjaan Umum, 
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, dan akhirnya 
kembali lagi menjadi Departemen Pekerjaan Umum. 
a. Renstra Departemen Pekerjaan Umum 
1) Bidang Penataan Ruang 
2) Bidang Sumber Daya Air 
a) Sekretariat Ditjen SDA 
b) Direktorat Bina Marga 
c) Direktorat Bina Pengolahan Sumber Daya Air 
d) Direktorat Sungai, Danau, dan Waduk 
e) Direktorat Irigasi 
f) Direktorat Rawa Dan Pantai 
3) Bina Marga 
4) Bidang Cipta Karya 
5) Bidang Administrasi Pembangunan dan Pemerintahan 
b. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Irigasi Andalan 
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Irigasi 
Andalan Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta berada di bawah 
pembinaan dan tanggung jawab Direktur Jenderal Sumber Daya 
Air melalui Direktur Irigasi. 
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1) Tujuan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) 
Irigasi Andalan Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 
a) Meningkatkan kemampuan sumber daya air serta 
untuk meningkatkan persediaan air guna memenuhi 
kebutuhan irigasi andalan. 
b) Meningkatkan efisiensi dan produktifitas 
pemenfaatan sumber daya air. 
c) Meningkatkan peran serta masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam pengoperasian dan 
pemeliharaan prasarana pengairan. 
d) Mempertahankan kondisi jaringan irigasi, 
meningkatkan pengaturan air di jaringan utama 
secara optimal, pemeliharaan jaringan irigasi dalam 
rangka menunjang program produksi pangan. 
2) Tugas Pokok Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) 
Irigasi Andalan Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 
a) Menyelenggarakan pekerjaan studi perencanaan dan 
perencanaan teknis dalam pelaksanaan konstruksi 
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Irigasi 
Andalan Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta 
b) Melaksanakan rehabilitasi dan upgrading jaringan 
irigasi, peningkatan / penyempurnaan operasi dan 
pemeliharaan serta pembangunan baru jaringan – 
jaringan irigasi di wilayah Propinsi Daerah Istimewa 
Jogjakarta sesuai dengan program yang telah 
ditetapkan. 
c) Melaksanakan usaha koordinasi dan kerja sama 
dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugas – 
tugasnya. 
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d) Menyelenggarakan administrasi untuk tercapainya 
penanganan lingkup tugas dalam upaya 
pengembangan tata laksana Satuan Kerja Non 
Vertikal Tertentu (SNVT). 
3) Struktur Organisasi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu 






Kepala Satuan Kerja Non Vertikal 
Tertentu Irigasi Andalan Jogjakarta 


























































































Gambar 5. Struktur Organisasi Satuan Kerja Non Vertikal 
Tertentu (SNVT) Irigasi Andalan Propinsi Daerah Istimewa 
Jogjakarta 
 
3. Profil Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Sebagai 
Lembaga Donor dalam Proyek Pembangunan Bendung Sapon 
 
 
Gambar 6. Lambang JBIC 
<www.jbic.or.id/id/profile.php> ( 20 Pebruari 2008 pukul 21.00 ) 
 
JBIC yang merupakan salah satu lembaga donor tersebut adalah 
lembaga keuangan Pemerintah Jepang yang bertujuan untuk : 
<www.jbic.or.id/id/profile.php> ( 20 pebruari 2008 pukul 21.00 ) 
a. Membantu pembangunan masyarakat dan perekonomian negara-
negara anggotanya di dunia agar stabil dan otonom. 
b. Mempererat dan memperkokoh hubungan ekonomi antara 
Jepang dengan negara-negara lain di dunia.  
Didirikan pada tanggal 1 Oktober 1999, sebagai hasil 
penggabungan antara JEXIM dan OECF. JBIC mengambil alih kedua 
jenis operasi tersebut: yaitu Operasi Keuangan Internasional dan 
Operasi Kerjasama Ekonomi Luar Negeri (BPR atau ODA). Namun 
demikian, kedua operasi ini tetap terpisah secara ketat dalam hal 
sumber keuangan maupun pembukuannya. 
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Gambar 6. Operasi JBIC 
<www.jbic.or.id/id/profile.php> ( 20 Pebruari 2008 pukul 21.00 ) 
 
a. Fokus utama Keuangan 
JBIC mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1960 
melalui pemberian kredit ekspor (melalui JEXIM), dan diikuti 
dengan pinjaman Bantuan Pembangunan Resmi (BPR) (melalui 
OECF) pada tahun 1968. Sejak itu, bantuan keuangan berbentuk 
berbagai fasilitas kredit JEXIM dan OECF untuk Indonesia 
meningkat hingga lebih dari 500 proyek dan program. 
b. Operasi Kerjasama Ekonomi Luar Negeri (OECOs) 
Operasi Kerjasama Ekonomi Luar Negeri JBIC mencakup 
pemberian pinjaman Bantuan Pembangunan Resmi (BPR) 
sebagai suatu perangkat keuangan utama dan merupakan bagian 
dari Bantuan Pembangunan Resmi (BPR) Jepang yang diberikan 
kepada negara-negara berkembang dengan kewajiban membayar 
kembali. Dengan demikian, JBIC melaksanakan operasi ini 
1) Pinjaman Ekspor 
2) Pinjaman Impor 
3) Pinjaman Investasi Luar 
4) Pinjaman Tak Terikat 
5) Pinjaman Bridging 














Investasi dan Pinjaman 

















sesuai dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah Jepang. 




Gambar 7. Operasi Kerjasama Ekonomi Luar Negeri (OECOs) JBIC 
<www.jbic.or.id/id/event_new9.php> ( 20 Pebruari 2008 pukul 21.00 ) 
c. Pinjaman Bantuan Pembangunan Resmi (BPR) 
Pada tanggal 1 Desember, 1999, JBIC memperkenalkan 
"Kebijakan Jangka Menengah untuk Operasi Kerjasama 
Ekonomi Luar Negeri", yang dengan tegas menetapkan bidang-
bidang prioritas dari pinjaman Bantuan Pembangunan Resmi 
(BPR)nya. Dasar pendekatan JBIC adalah untuk mendukung 
usaha-usaha swasembada menuju era lepas landas ekonomi dan 
pembangunan suatu negara.  
d. Syarat Pengadaan 
Dalam pinjaman Bantuan Pembangunan Resmi (BPR), 





















pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan hampir 
seluruh negara di dunia. Dalam prakteknya, sistim tender 
internasional (ICB) dilaksanakan dengan tujuan membeli barang 
dari negara lain dengan mutu tinggi tetapi nilai barang dan 
jasanya tidak mahal. 
e. Prosedur pinjaman Bantuan Pembangunan Resmi (BPR)  
Pinjaman Official Development Assistance (ODA) 
diberikan sesuai dengan berbagai jenis prosedur berikut ini: 
1) Persiapan proyek. 
2) Permohonan pinjaman. 
3) Pemeriksaan, penilaian. 
4) Pertukaran Nota (E/N), perjanjian pinjaman dan evaluasi 
pra - proyek. 
5) Pelaksanaan proyek. 
6) Penyelesaian proyek, evaluasi lanjutan dan tindak lanjut. 
 
D. Dasar Hukum Pelaksanaan Lelang Pengadaan Barang / Jasa Terhadap 
Proyek  Pembangunan Bendung Sapon dengan Dana Japan Bank for 
International Cooperation Official Development Assistance (JBIC ODA) 
Loans  
 
Setiap negara tentu memerlukan adanya suatu kedaulatan. Kedaulatan 
tersebut diperlukan agar negara dapat berhubungan secara bebas dalam 
dunia internasional dan juga dapat membuat perjanjian internasional. 
Kedaulatan negara tidak hanya ke dalam tetapi juga kedaulatan ke luar, 
seperti (Edy Suryono, 1988 : 1) :  
1. Berhak mengirim (menempatkan) wakil (duta) ke (di) lain negara 
(aktif) dan menerima wakil-wakil (duta) dari lain negara (pasif). 
2. Membuat perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain. 
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3. Menyatakan dan membuat perang serta membuat perdamaian dengan 
negara-negara lain (Undang-undang Dasar 1945 Pasal 11 dan 13). 
Dalam hubungan dunia internasional tersebut, hukum internasional 
sangat berpengaruh. Perjanjian internasional selain sebagai salah satu 
bentuk kedaulatan ke luar suatu negara, juga merupakan sumber dalam 
hukum internasional. Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional 
menyebutkan bahwa sumber hukum internasional adalah (Boer Mauna, 
2005 : 8-9) : 
1. Perjanjian internasional, 
2. Kebiasaan internasional, 
3. Prinsip - prinsip umum hukum yang diakui oleh negara - negara 
beradab, 
4. Keputusan pengadilan dan pendapat para ahli yang telah diakui 
kepakarannya;  merupakan sumber tambahan hukum internasional. 
Perjanjian internasional sendiri mempunyai arti “suatu perjanjian atau 
persetujuan yang dibuat antara subyek-subyek hukum internasional yang 
satu sama lainnya saling menyetujui atau terjadi persesuaian kehendak 
antara pihak-pihak yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban 
dalam bidang internasional” (Edy Suryono, 1988 : 4). 
Dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 
tentang Perjanjian Internasional mendefinisikan perjanjian internasional 
sebagai perjanjian : 
1. Dalam bentuk dan nama tertentu,  
2. Yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis 
serta, 
3. Menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.  
Perjanjian internasional adakalanya dinamakan traktat, convention, 
pakta, protocol, modus Vivendi, declaration, final act, charter, piagam 
(statute), convenant, constitution dan agreement. Agreement biasanya 
 lxxvi
digunakan untuk suatu bidang yang lebih terbatas scope nya daripada 
convention. Agreement yang mengatur persoalan ekonomi dan teknik 
biasanya tidak memerlukan adanya ratifikasi terlebih dahulu dan berlaku 
sesudah dilakukannya exchange of notes (Edy Suryono, 1988 : 10). 
Perjanjian internasional melingkupi dua aspek, yaitu perjanjian 
internasional publik dan perjanjian internasional privat. Bentuk 
perjanjian internasional yang berupa agreement atau yang biasa kita 
sebut dengan kontrak, merupakan salah satu bentuk perjanjian 
internasional privat. Kontrak sendiri pun dapat dipilah menjadi dua, yaitu 
kontrak nasional dan kontrak internasional. 
Menurut Sudargo Gautama, dari sifat dan ruang lingkup hukum 
yang mengikatnya, kontrak dapat berupa kontrak nasional dan kontrak 
internasional. Kontrak nasional tidak lain adalah kontrak yang dibuat 
oleh dua individu (subjek hukum) dalam suatu wilayah Negara yang 
tidak ada unsur asingnya. Sedangkan kontrak internasional adalah 
suatu kontrak yang di dalamnya ada atau terdapat unsur asing (foreign 
element) (Huala Adolf, 2007 : 1). 
Seperti halnya kerja sama yang terjadi antara Republik Indonesia dan 
Japan Bank for International Cooperation (JBIC) juga merupakan salah 
satu bentuk perjanjian internasional privat, yang berbentuk agreement / 
kontrak dalam bidang teknik. Pedoman yang dikeluarkan oleh JBIC tentang 
pengadaan dalam rangka pinjaman Bantuan Pembangunan Resmi (BPR) 
atau disebut Guidelines / Handbook for Procurement under JBIC ODA 
Loans, menyebutkan bahwa penerapan pedoman tersebut terhadap proyek 
khusus yang dibiayai oleh pinjaman BPR yang disediakan oleh Bank, akan 
ditetapkan dalam kontrak antara Bank dengan Peminjam. Kontrak tersebut 
kemudian dituangkan dalam Loan Agreement antara JBIC dengan 
Pemerintah Indonesia, yang kemudian menjadi salah satu dasar hukum 
dalam pelaksanaan lelang pembangunan Bendung Sapon.  
Dalam kontrak antara JBIC dan Republik Indonesia, dasar hukum 
yang utama adalah Loan Agreement antara kedua belah pihak tersebut, 
Guidelines / Handbook for Procurement under JBIC ODA Loans, KUH 
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Perdata, Keputusan Presiden R.I. Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Tahun 2003 dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran 
Masyarakat Jasa Konstruksi. 
Pedoman /  Guidelines yang dikeluarkan oleh JBIC tersebut mengatur 
tentang : 
1. Persyaratan umum yang harus dipatuhi oleh Peminjam Bank dalam 
melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan 
pembangunan suatu proyek baik secara keseluruhan maupun sebagian 
oleh pinjaman BPR dari Bank, 
2. Hubungan antara Bank dengan Peminjam, sebagai pihak yang 
bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa. Sedangkan yang 
berkaitan dengan hak dan kewajiban Peminjam yang berkaitan dengan 
peserta lelang, diatur dalam dokumen lelang yang diterbitkan oleh 
Peminjam sesuai dengan pedoman JBIC tersebut. 
Loan Agreement tersebut diwakili oleh Nobuo Hazeyama sebagai 
Kepala Perwakilan, Kantor Perwakilan di Jakarta dengan A. Anshari 
Ritonga sebagai Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan. 
Kontrak yang dilakukan oleh Republik Indonesia dan JBIC tersebut, 
merupakan suatu kontrak innominat. Yaitu kontrak yang timbul, tumbuh 
dan hidup dalam masyarakat dan belum dikenal pada saat KUH Perdata 
diundangkan (Salim H.S., 2004 : 4). Kontrak innominat sendiri diatur dalam 
Buku II KUH Perdata, yaitu Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi : 
“Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak 
dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang 
termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. 
KUH Perdata merupakan ketentuan yang bersifat umum, sedangkan 
ketentuan hukum innominat bersifat khusus. Berlaku asas “Lex specialis 
derogaat lex generali”, yang artinya undang – undang khusus 
mengesampingkan undang – undang yang bersifat umum. Undang – undang 
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yang bersifat umum digunakan pada saaat undang – undang yang bersifat 
khusus tidak mengatur secara rinci tentang kontrak tersebut (Salim H.S., 
2004 : 6). 
Dalam KUH Perdata sendiri telah dikenal lima asas penting dalam 
hukum kontrak, yang mana asas tersebut menjamin sahnya perjanjian 
pinjaman yang dilakukan Republik Indonesia dan JBIC. Kelima asas itu 
adalah : 
1. Asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUH Perdata) 
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 
Asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk (Salim 
H.S., 2004 : 9) : 
e. Membuat atau tidak membuat perjanjian, 
f. Mengadakan perjanjian dengan siapapun, 
g. Menetukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannnya, 
h. Menentukan bentuknya perjanjian, tertulis atau lisan. 
Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, kontrak konstruksi 
dapat dikelompokkan mejadi tiga (3) golongan, yaitu (Nazarkhan 
Yasin, 2003 : 14 - 15) : 
a. Versi pemerintah 
Standar yang biasa digunakan adalah standar Departemen 
Pekerjaan Umum. Namun Departemen Pekerjaan Umum sendiri 
memiliki lebih dari satu standar karena masing – masing 
Direktorat Jenderal mempunyai standarnya sendiri - sendiri. 
b. Versi swasta nasional 
Tidak ada standar khusus, sesuai selera pengguna jasa / 
pemilik proyek. Terkadang mengutip standar Departemen 
ataupun mengutip sebagian sistem standar kontrak internasional. 
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c. Versi / standar swasta / asing 
Pada umumnya pengguna jasa / pemilik proyek asing 
menggunakan kontrak dengan sistem FIDIC (Federation 
Internationale des Ingenieurs Counsels) atau JCT (Joint 
Contract Tribunals). 
2. Asas konsensualisme (Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata) 
Kesepakatan kedua belah pihak merupakan salah satu syarat 
sahnya perjanjian. Kesepakatan merupakan persesuaian antara 
kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak (Salim 
H.S., 2004 : 10). 
3. Asas pacta sunt servanda (kepastian hukum) (Pasal 1338 ayat (1) 
KUH Perdata) 
“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang”. 
Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian, bahwa hakim 
atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat 
oleh para pihak, sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak 
boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat 
oleh para pihak (Salim H.S., 2004 : 10-11). 
4. Asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata) 
Para pihak, yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan 
kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau 
kemauan baik dari para pihak (Salim H.S., 2004 : 11). 
Pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 
tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa pemerintah RI 
membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, 
organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lain 
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berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban melaksanakan 
perjanjian tersebut dengan itikad baik. 
5. Asas kepribadian (Pasal 1340 KUH Perdata) 
Pasal 1340 KUH Perdata : “Perjanjian hanya berlaku antar pihak 
yang membuatnya”. Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh 
para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya (Salim H.S., 
2004 : 13). 
Asas – asas yang diatur dalam KUH Perdata tersebut menjamin 
pelaksanaan kerjasama pembangunan Bendung Sapon antara Republik 
Indonesia dan JBIC yang membuat kontrak perjanjian dan menyetujui 
bahwa undang-undang atau ketentuan yang digunakan dalam proyek 
tersebut adalah kontrak itu sendiri, Loan covenants (syarat – syarat khusus 
yang harus diikuti oleh peminjam) dan Guidelines (buku petunjuk) tentang 
pelaksanaan proyek yang dikeluarkan oleh JBIC sebagai lembaga donor. 
Asas tersebut membenarkan tentang tidak digunakannya Keppres 80 Tahun 
2003  tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 
dalam pelaksanaan proyek pembangunan Bendung Sapon, karena hal ini 
sesuai dengan ketentuan dalam asas kebebasan berkontrak. 
Pelaksanaan lelang dalam pembangunan Bendung Sapon sendiri, 
merupakan prestasi yang timbul dari perjanjian antara Republik Indonesia 
dan JBIC itu sendiri. Dalam guidelines yang dikeluarkan oleh JBIC, 
disebutkan bahwa pihak JBIC (Bank) menganggap dalam sebagian besar 
kasus, pelelangan internasional (ICB) merupakan metode yang terbaik untuk 
memenuhi pemintaan akan pengadaan barang dan jasa pada suatu proyek. 
Kondisi tertentu di mana ada kemungkinan ICB kurang tepat untuk 
diterapkan yaitu (Bab I Bagian 1.03 Guidelines for Procurement under JBIC 
ODA Loans) : 
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1. Saat Peminjam menginginkan standar yang tepat bagi peralatan 
ataupun suku cadangnya demi kepentingan penyesuaian dengan 
peralatan yang ada, 
2. Saat Peminjam menginginkan untuk mempertahankan kelangsungan 
jasa yang diberikan dalam rangka suatu kontrak yang tengah 
dilaksanakan sesuai dengan prosedur Bank, 
3. Di mana kontraktor, pemasok atau pengusaha pabrik yang memenuhi 
persyaratan jumlahnya terbatas, 
4. Di mana nilai pengadaan sangat kecil sehingga perusahaan-perusahaan 
asing tidak tertarik, atau manfaat dari prosedur ICB akan lebih kecil 
daripada beban administrasi yang timbul, 
5. Pada saat Bank menganggap tidak tepat untuk mengikuti prosedur 
ICB, misalnya untuk pengadaan darurat. 
Dalam hal kesalahan pengadaan (Bagian 1.05), Bank tidak 
menanggung pengeluaran untuk barang dan jasa yang menurut JBIC (Bank) 
pengadaannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah disepakati dalam 
perjanjian pinjaman atau Loan Agreement, dan Bank akan membatalkan 
bagian dari pinjaman yang telah dialokasikan untuk barang dan jasa yang 
salah pengadaan. Bank juga dapat melakukan perbaikan sesuai perjanjian 
pinjaman. Berdasarkan kebijakan tersebut, Bank : 
1. Akan menolak suatu usulan pemberian kotrak apabila peserta lelang 
yang telah direkomendasikan terlibat praktek korupsi atau penipuan 
dalam berkompetisi untuk mendapatkan kontrak yang bersangkutan, 
2. Akan menetapkan bahwa kontraktor tersebut tidak memenuhi 
persyaratan, dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank, 
untuk mendapatkan kontrak yang dibiayai oleh pinjaman BPR dari 
Bank apabila sewaktu – waktu diputuskan bahwa kontraktor tersebut 
telah melakukan praktek korupsi atau penipuan dalam berkompetisi, 
atau pada saat melakukan kontrak lain yang juga dibiayai oleh 
pinjaman BPR dari Bank atau BPR Jepang lainnya. 
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E. Pelaksanaan Lelang Pengadaan Barang / Jasa Terhadap Proyek  
Pembangunan Bendung Sapon dengan Dana Japan Bank for 
International Cooperation Official Development Assistance (JBIC ODA) 
Loans  
 
Dengan terjadinya krisis keuangan yang diikuti dengan krisis 
multidimensi di Indonesia menyebabkan dilancarkannya gerakan reformasi. 
Gerakan reformasi ini secara signifikan berdampak pada kebijakan 
pengelolaan Pinjaman Luar Negeri (PLN) yang selama 32 tahun sering 
disebut sebagai “bantuan” Luar Negeri. Reformasi yang berjalan di 
Indonesia juga membawa dampak yang sangat terasa dalam perkembangan 
kebijakan dari para donor utama seperti JBIC. 
Untuk mengelola proyek Pinjaman Luar Negeri mutlak diperlukan 
pemahaman yang baik mengenai isi Loan Agreement (Naskah Pinjaman 
L.N.) dan aturan dari negara donor yang berlaku, terutama prosedur 
pengadaan barang dan jasa baik pengadaan konsultan maupun konstruksi. 
Tanpa pemahaman yang baik akan terjadi hambatan – hambatan yang 
seharusnya tidak perlu terjadi.  
1. Beberapa hal dari naskah perjanjian pinjaman luar negeri yang perlu 
dimengerti dengan baik oleh pengelola proyek dan pihak terkait 
lainnya 
a. Jumlah pinjaman, sasaran penggunaan dana, dan batas waktu 
penarikan dana, batas waktu berjalannya proyek. 
b. Pembagian paket – paket pekerjaan, prosedur / jenis pelelangan 
yang harus dilakukan apakah tender lokal atau internasional. 
Apabila pelelangan internasional yang harus dilakukan, negara 
mana saja yang bisa (eligible country) dan tidak bisa (ineligible 
country) mengikuti tender. 
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c. Kewajiban melakukan administrasi yang baik, dan 
mempersiapkan laporan – laporan berkala ke pihak donor 
(quartely dan annual report). 
d. Deskripsi / ruang lingkup proyek yang bisa dibiayai dengan 
dana PLN yang bersangkutan, serta plafond alokasi dana sesuai 
dengan kategori yang ada, biasanya terdiri dari tiga komponen 
utama : civil works, consultant services, dan equipment. Untuk 
proyek yang bersifat penguatan institusi sering ditambah untuk 
keperluan training. 
e. Pembiayaan – pembiayaan yang ineligible (tidak layak dibayar 
dengan dana PLN), biasanya untuk pajak, pembebasan tanah 
dan biaya administrasi proyek. 
f. Cara – cara penarikan dana pinjaman (payment procedures), 
apakah menggunakan pembayaran langsung (direct payment), 
pembayaran pandahuluan (reimbursement procedure) dan / atau 
cara lainnya. 
g. Dokumen lain yang perla diketahui / dibaca adalah dokumen 
penyerta Loan Agreement seperti minutes of discusion, loan / 
project memorandum, master agreement. Dokumen – dokumen 
tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari Loan Agreement 
yang berisikan rincian detil mengenai pengaturan koordinasi 
antar instansi, jadual pelaksanaan suatu proyek, financing 
arrangement (rasio porsi loan –Rupiah untuk tiap kategori), dll. 
h. Guidelines atau buku petunjuk dari negara donor tentang detil 
prosedur yang harus diikuti oleh petugas proyek mengenai 
proses pelelangan barang dan jasa (procurement procedures), 
prosedur penarikan dana (disbursement procedures). Buku 
petunjuk bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari Loan 
Agreement namun merupakan buku rujukan (acuan) resmi dari 
donor yang perlu dipelajari. 
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i. Loan covenants, yakni syarat – syarat khusus yang harus 
dipenuhi oleh negara Peminjam. 
 
2. Prosedur untuk Pelaksanaan Proyek PTSL-II (Project Type Sector 
Loan for water Resources Development II) 
a. Persetujuan Sebelum Pelaksanaan Sub-Projects PTSL-II 
(Project Type Sector Loan for water Resources Development II) 
1) Sebelum ditetapkannya proyek dari masing – masing sub-
project, Dit. Jen. Sumber Daya Air harus mengajukan 
aplikasi persetujuan ke JBIC. 
2) Setelah Loan Agreement efektif, panitia evaluasi dan 
seleksi proyek (PESP) yang dibentuk oleh Dit. Jen. 
Sumber Daya Air akan meninjau ulang semua calon sub-
projects dari aspek teknik dan kelayakan ekonomi dan 
memilih sub-projects untuk dilaksanakan. Setelah tinjauan 
ulang setiap sub-projects, Dit. Jen. Sumber Daya Air akan 
meminta terlebih dahulu persetujuan JBIC untuk masing – 
masing sub-projects untuk dilaksanakan. Setelah JBIC 
mengeluarkan persetujuan, Dit. Jen. Sumber Daya Air 
baru dapat memulai pelaksanaan dari masing – masing 
sub-proyek. 
3) Pada saat permintaan untuk persetujuan JBIC’s untuk 
setiap sub – projects yang akan dilaksanakan, beberapa 
dokumen yang harus disiapkan dan disampaikan ke JBIC 
adalah sebagai berikut : 
a) Garis besar sub-project, 
b) Areal manfaat dari sub-project, 
c) Daftar dan jenis pekerjaan utama, 
d) Data kontrak pekerjaan sipil, 
e) Jadwal pelaksanaan, 
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f) Estimasi biaya, 
g) Organisasi dan struktur manajemen, 
h) Kondisi agro-ekonomi dan pertanian saat ini, 
i) Rencana pengembangan pertanian yang diusulkan. 
b. Dokumen-Dokumen yang Harus Mendapatkan Persetujuan JBIC 
Prakualifikasi, Evaluasi Tender dan Kontrak Kontraktor 
untuk masing – masing sub-project yang dilakukan oleh masing 
– masing pemimpin bagian proyek. Dit. Jen. Sumber Daya Air 
mengajukan persetujuan JBIC atas Prakualifikasi, Evaluasi 
Tender dan Kontrak. Pengadaan akan diselenggarakan mengacu 
pada “Guidelines for Procurement under JBIC ODA Loans, 
October 1999” dan instruksi lain yang diberikan oleh JBIC 
Jakarta Office. 
c. Kebutuhan Penilaian Lingkungan (Environmental Assessment) 
1) Dit. Jen. Sumber Daya Air harus dapat menyakinkan 
bahwa aspek lingkungan dari setiap sub-project sudah 
sesuai dengan “JBIC ENVIRONMENTAL GUIDELINES 
FOR ODA LOANS” sebagai salah satu syarat untuk 
mendapatkan persetujuan dari JBIC setelah Loan 
Agreement. Dan dalam rangka permintaan untuk 
persetujuan JBIC, Dit. Jen. Sumber Daya Air harus 
menyampaikan beberapa dokumen sebagai berikut : 
a) Kategori A ; Laporan Amdal (EIA) yang telah 
disetujui oleh otoritas yang berwenang dengan 
laporan ringkasan dan daftar cek lingkungan 
berbahasa Inggris. 
b) Kategori B : Daftar Cek Lingkungan dalam Bahasa 
Inggris. 
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2) Dit. Jen. Sumber Daya Air setuju untuk melakukan 
penilaian lingkungan tambahan untuk sub-project yang 
mengikutkan pengembangan area baru dari hutan, seperti 
alternatif perencanaan, perencanaan konservasi tumbuh-
tumbuhan, perencanaan penghutanan, akibat dampak 
lingkungan atas hilangnya hutan tidak dipelajari secara 
mendalam. 
d. Prosedur Pengadaan Untuk Survey, Investigation and Design 
(SID) dan Kontraktor Pekerjaan Sipil 
1) Pada kontrak pekerjaan sipil, kriteria ICB akan diterapkan. 
Mengacu pada surat pemberitahuan oleh JBIC Jakarta 
(May 26, 2000, Ref. No. JKT/2000 (A-1)-290). 
2) Misi JBIC dan Dit. Jen. Sumber Daya Air sudah 
menyetujui bahwa banyaknya Paket Kontrak Pekerjaan 
Sipil diharapkan hanya satu, untuk menjamin / 
mengamankan pelaksanan yang efektif dan monitoring. 
Jika paket kontrak dirasakan perlu lebih dari satu, Dit. Jen. 
Sumber Daya Air harus meminta persetujuan JBIC. 
3) Kondisi kontrak 
a) Jumlah kontrak (tidak termasuk pajak) kurang dari 
10 milyar Rupiah (berdasarkan perkiraan biaya oleh 
konsultan enjineering). 
i. Metoda pengadaan : ICB atau LCB 
LCB mungkin dapat diterapkan hanya 
untuk paket – paket yang tercantum pada MoD 
(Minutes of Discussion) atau atas persetujuan 
tertulis JBIC. 
ii. JBIC review and concurrence 
(1) Dokumen – dokumen dan kriteria untuk 
prakualifikasi (P/Q) ICB 
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(2) Draft iklan surat kabar 
Pengumuman iklan prakualifikasi 
(sedikitnya dua surat kabar; nasional dan 
surat kabar lokal) 
(3) Evaluasi prakualifikasi (P/Q) 
(4) Evaluasi tender 
(5) Evaluasi penawaran 
(6) Kontrak (dalam Bahasa Inggris dan 
mengacu standar JBIC) 
b) Jumlah kontrak (tidak termasuk pajak) lebih besar 
dari 10 milyar Rupiah (berdsarkan perkiraan biaya 
oleh konsultan enjineering). 
i. Metoda pengadaan : ICB 
ii. JBIC review and concurrence 
(1) Dokumen – dokumen dan kriteria untuk 
prakualifikasi (P/Q) ICB 
(2) Draft iklan surat kabar 
 Pengumuman iklan prakualifikasi 
(sedikitnya dua surat kabar nasional dan 
surat kabar berbahasa Inggris) 
(3) Evaluasi prakualifikasi (P/Q) 
(4) Dokumen tender (mengacu pada 
dokumen contoh JBIC) 
(5) Evaluasi tender 
(6) Kontrak (dalam Bahasa Inggris dan 
mengacu pada standar  JBIC) 
e. Prosedur Penukaran Pembayaran 
1) Prosedur komitmen 
Berlaku jika pengeluaran pembayaran kepada para 
penyalur (supplier) dari negara – negara sumber yang 
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layak dinyatakan dalam bentuk kontrak menggunakan 
mata uang perdagangan internasional selain mata uang 
Republik Indonesia. 
2) Prosedur penukaran pembayaran 
Berlaku jika pengeluaran pembayaran kepada para 
penyalur (supplier) Negara – Negara sumber yang layak 
dinyatakan dalam bentuk kontrak menggunakan mata uang 
Republik Indonesia. 
f. Prosedur Pembayaran 
1) Pembayaran langsung (Direct Payment) diberlakukan bagi 
masing – masing kontraktor pekerjaan sipil untuk semua 
sub-projects. 
2) Pembayaran tidak akan diproses kecuali jika ada 
konfirmasi tagihan dari konsultan. (Professional A untuk 
nilai kontrak tidak termasuk PPN > Rp 10 milyar). 
 
3. Para Pihak yang Terlibat dalam Pelelangan 
Dalam pelaksanaan lelang pengadaan barang / jasa di proyek 
Bendung Sapon, ada lima pihak yang terlibat, yaitu : 
a. Lembaga / Negara Donor 
Lembaga / Negara donor pada proyek ini adalah Japan 
Bank for International Cooperation (JBIC) selaku bank yang 
meminjamkan dananya untuk pelaksanaan pembangunan 
Bendung Sapon. 
b. Peminjam 
Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Air selaku peminjam dana dari “JBIC”, yang dalam 
pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja Non Vertikal 
 lxxxix
Tertentu (SNVT) Irigasi Andalan Propinsi Daerah Istimewa 
Jogjakarta selaku pemberi tugas / pemimpin proyek 
pembangunan Bendung Sapon. 
c. Perusahaan konsultan 
Pemilihan konsultan untuk proyek yang dibiayai oleh bank 
tersebut, merupakan tanggung jawab dari peminjam dana. 
Istilah konsultan yang dimaksud pada proyek Sapon ini 
berarti perusahaan konsultan, tidak termasuk konsultan 
perorangan, kecuali dinyatakan secara jelas dalam pedoman 
pelaksanaannya. 
d. Pengawas atau direksi 
Pada pembangunan proyek bendung Sapon ini, konsultan 
yang telah ditunjuk juga berfungsi sebagai pengawas. Di mana 
apabila direksi bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan 
Umum, konsultan bertanggung jawab melaporkan hasil 
pengawasan tersebut kepada pihak bank (JBIC). 
Oleh karena terdapat dua pengawasan yang berbeda, yaitu 
dari direksi dan dari konsultan, maka pengawasan pada 
pelaksanaan proyek ini berlapis. Pengawasan dengan cara ini 
dapat meminimalisir adanya KKN dalam pelaksanaan lelang 
maupun dalam pelaksanaan proyek tersebut (Berdasarkan 
wawancara dengan Dwi Purwanto, ST selaku Anggota Panitia 
Pelelangan Pembangunan Bendung Sapon, 3 Maret 2008 pukul 
10.00 WIB). 
e. Kontraktor 
Kontraktor akan dipilih melalui cara pelelangan, di mana 
dalam hal ini menggunakan cara International Competitive 
Bidding. Dalam pelelangan dengan cara ini, peserta lelang tidak 
hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri. 
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Kontraktor tersebut harus memenuhi persyaratan lelang 
yang telah ditetapkan oleh panitia lelang. Dari beberapa 
kontraktor yang mengikuti tender / pelelangan tersebut, akan 
muncul pemenang lelang yang dinilai paling berkompeten dan 
memenuhi kualifikasi, yang nantinya akan menjadi penyedia 
barang / jasa yang dibutuhkan dalam proyek tersebut juga 
merupakan pihak yang akan melaksanakan proyek. 
 
4. Hak dan Kewajiban Sebelum Lelang yang Timbul Dari Adanya 
Perjanjian Pinjaman Antara Republik Indonesia dan JBIC 
Berdasarkan wawancara dengan Ir. Erwin Tri N.S, CES selaku 
Pemimpin Proyek Irigasi Andalan Propinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta, 26 April 2008, pukul  10.00 WIB dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi, ada beberapa hak dan kewajiban pemberi pekerjaan juga 
kontraktor dalam melaksanakan lelang, yaitu : 
a. Kewajiban Pemberi Pekerjaan 
1) Mengumumkan secara luas melalui media massa dan 
papan pengumuman setiap pekerjaan yang ditawarkan 
dengan cara pelelangan umum atau pelelangan terbatas, 
2) Mengundang semua penyedia jasa (kontraktor) yang lulus 
prakualifikasi untuk memasukkan penawaran, 
3) Memberikan penjelasan tentang pekerjaan termasuk 
mengadakan peninjauan lapangan apabila diperlukan, 
4) Memberikan tanggapan terhadap danggahan dari penyedia 
jasa (kontraktor), 
5) Menetapkan penyedia jasa (kontraktor) dalam batas waktu 
yang ditentukan dalam dokumen lelang, 
6) Mengembalikan jaminan penawaran bagi penyedia jasa 
(kontraktor) yang kalah, sedangkan bagi penyedia jasa 
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(kontraktor) yang menang mengikuti ketentuan yang 
diatur dalam dokumen pelelangan, 
7) Memberikan penjelasan tentang resiko pekerjaan termasuk 
kondisi dan bahaya yang timbul dalam pekerjaan 
konstruksi dan mengadakan peninjauan lapangan apabila 
diperlukan. 
b. Hak Pemberi Pekerjaan 
1) Mencairkan jaminan penawaran dan selanjutnya memiliki 
uangnya dalam hal penyedia jasa (kontraktor) tidak 
memenuhi ketentuan pelelangan, 
2) Menolak seluruh penawaran apabila dipandang seluruh 
penawaran tidak menghasilkan kompetisi yang efektif atau 
seluruh penawaran tidak cukup tanggap terhadap dokumen 
lelang. 
c. Kewajiban Peserta Lelang (Kontraktor) 
1) Menyusun dokumen penawaran yang memuat rencana dan 
metode kerja, rencana usulan biaya, tenaga terampil dan 
ahli, rencana dan anggaran keselamatan dan kesehatan 
kerja, dan peralatan, 
2) Menandatangani kontrak kerja konstruksi dalam batas 
waktu yang ditentukan dalam dokumen lelang. 
d. Hak Peserta Lelang (Kontraktor) 
1) Memperoleh penjelasan pekerjaan, 
2) Menarik jaminan penawaran bagi penyedia jasa 
(kontraktor) yang kalah, 
3) Mendapat ganti rugi apabila terjadi pembatalan pemilihan 




5. Syarat – Syarat Peserta Lelang 
Dalam Dokumen Prakualifikasi telah ditetapkan tentang syarat 
peserta lelang, yaitu : 
a. Prakualifikasi terbuka bagi perusahaan yang telah 
berpengalaman dan memiliki kemampuan untuk menjalankan 
dan menyelesaikan seluruh pekerjaan. 
Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak 
dipakai dalam KUHD. Namun KUHD sendiri tidak memberi 
penjelasan resmi tentang perusahaan itu (C.S.T. Kansil, 1995 : 
1). 
Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 3 
Tahun 1982 tentang Wajib Dasar Perusahaan, perusahaan 
berarti setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan 
secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh 
keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh 
orang – perorangan maupun badan usaha yang berbentuk 
badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan 
dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia. 
 “Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia 
pribadi berdasarkan hukum, yang diberi hak dan kewajiban 
seperti manusia pribadi” (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 29). 
Syarat – syarat material pembentukan badan hukum itu 
sendiri menurut Prof. Meyers adalah (Abdulkadir Muhammad, 
2000 : 31) : 
1) Ada harta kekayaan sendiri 
2) Ada tujuan tertentu 
3) Ada kepentingan sendiri 
4) Ada organisasi teratur 
Sedangkan syarat formil dari pembentukan badan hukum 
adalah pembuatan akta notaris atau pembuatan Undang – 
undang yang melahirkan badan hukum itu. 
 xciii
Dilihat dari wewenang hukum yang diberikan pada badan 
hukum, maka badan hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua 
macam, yaitu : 
1) Badan hukum publik, merupakan badan hukum yang 
dibentuk oleh pemerintah, diberi wewenang menurut 
hukum publik. Badan hukum ini terdiri dari Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik daerah 
(BUMD). 
2) Badan hukum privat, badan hukum ini dibentuk oleh 
pemerintah atau swasta dan diberi wewenang menurut 
hukum perdata. Seperti : Perusahaan Umum (Perum), 
Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Jawatan 
(Perjan), Perusahaan swasta; yaitu Perseroan Terbatas 
(PT), Koperasi, Yayasan, Organisasi Keagamaan dan 
Wakaf (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 30 – 31). 
Perusahaan yang bukan badan hukum seperti : Partnership 
/ Maatschap / Perserikatan Perdata (Pasal 1618 – 1652 KUH 
Perdata), Firma dan CV (Pasal 15 – Pasal 35 KUHD). 
Persekutuan perdata merupakan perserikatan perdata yang 
melakukan perusahaan. Dalam Pasal 1618 KUH Perdata 
disebutkan bahwa “persekutuan adalah suatu persetujuan dengan 
mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan 
sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi 
keuntungan yang terjadi karenanya”.  
Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer (CV) merupakan 
badan usaha yang berbentuk khusus, karena badan usaha ini 
dapat berbentuk badan hukum dapat pula tidak berbentuk badan 
hukum (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 33). Firma dan CV 
dimasukkan dalam perusahaan yang bukan berbadan hukum 
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karena Firma dan CV adalah suatu bentuk perserikatan perdata 
(Pasal 16 KUH Dagang). 
b. Perusahaan tersebut bisa dari Indonesia, Jepang, dan Negara – 
Negara lain yang memenuhi syarat, sesuai dengan Guidelines 
for Procurement under JBIC ODA Loans dan seperti yang telah 
ditetapkan dalam Pertukaran Nota (Exchange Note) yang telah 
ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah 
Jepang. 
Sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat 
Jasa Konstruksi, bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi 
meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik 
nasional maupun asing. Dalam ayat (2) dijelaskan bahwa badan 
usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan 
badan hukum. Badan usaha yang berbentuk badan hukum antara 
lain Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi.  
Sedangkan badan usaha asing yang dimaksud dalam Pasal 
6 tersebut adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum 
dan berdomisili di Negara asing, memiliki kantor perwakilan di 
Indonesia dan dipersamakan dengan badan hukum Perseroan 
Terbatas (PT). 
Dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas disebutkan tentang pengertian Perseroan 
terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan 
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan 
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham 
dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – 
Undang dan Peraturan Pelaksanaan. Perseroan harus mempunyai 
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan 
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dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, ketertiban 
umum, dan / atau kesusilaan. 
Adanya Joint Operations di antara para peserta lelang 
diperbolehkan dan harus sesuai dengan persyaratan – 
persyaratan di bawah ini, yaitu: 
1) Suatu Joint Operation yang bermaksud untuk ikut dalam 
prakualifikasi diwajibkan untuk mengajukan Joint 
Operation Agreement,  
2) Tiap peserta / anggota dari Joint Operation harus mengisi 
dan mengajukan semua formulir dan persyaratan dalam 
dokumen prakualifikasi, 
3) Tiap anggota Join Operation harus memenuhi dan lulus 
seluruh kriteria yang diwajibkan dalam dokumen 
prakualifikasi, 
4) Joint Operation akan didiskualifikasi jika salah satu 
anggotanya gagal untuk memenuhi persyaratan dalam 
dokumen prakualifikasi. 
Di Indonesia, pengertian Joint Operation (JO) tercantum 
dalam Surat Dirjen Pajak No. S-123/PJ.42/1989. Ditegaskan 
dalam surat tersebut bahwa Joint Operation adalah merupakan 
bentuk kerjasama operasi, yaitu perkumpulan dua badan atau 
lebih yang bergabung untuk menyelesaikan suatu proyek. 
Penggabungan bersifat sementara hingga proyek selesai (Haikal 
Hasan. Identifikasi Faktor-Faktor Penghambat Implementasi 
Kemitraan Joint Operation Pada Pelaksanaan Proyek Jalan. 
<http://digilib.itb.ac.id/gdl.php> ( 29 April 2008 pukul 16.09 )). 
Kemitraan operasi bersama atau Joint Operation 
merupakan salah satu alternatif kerjasama antara dua atau lebih 
kontraktor untuk mengatasi berbagai kendala operasi 
pelaksanaan pekerjaan konstruksi, seperti misalnya keterbatasan 
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sumber daya. Pola kerjasama ini lazim ditemui pada proyek-
proyek berskala besar, termasuk path proyek pembangunan 
jalan, di mana masing-masing pihak yang bekerjasama 
mempunyai keterbatasan dalam menyediakan sumber daya yang 
memadai (Ruston Tambunan, Ak, M.Si, M. Int. Tax. 
Ketidakpastian Atas Perlakuan Perpajakan Joint Operation 
(JO) Dalam Bidang Usaha Jasa Konstruksi. 
<www.ortax.org/ortax> ( 29 April 2008 pukul 16.17 )). 
c. Peserta telah berada dalam bisnis sebagai kontraktor umum 
dalam sepuluh (10) tahun terakhir atau lebih untuk perusahaan 
perseorangan atau perusahaan pemimpin dalam Joint Venture. 
d. Untuk perusahaan Indonesia, peserta harus perusahaan dalam 
skala besar menurut Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan terdaftar 
dalam SBU 2003, berkualifikasi B (Kontraktor Besar), 
Irrigation and Drainage Construction Works Classification (SP-
001). 
Kualifikasi usaha jasa konstruksi tersebut didasarkan pada 
tingkat / kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, 
dan dapat digolongkan dalam : 
1) Kualifikasi usaha besar; 
2) Kualifikasi usaha menengah; 
3) Kualifikasi usaha kecil termasuk usaha orang 
perseorangan (Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran 
Masyarakat Jasa Konstruksi). 
e. Peserta pelelangan harus menyerahkan surat jaminan penawaran 
(bid guarantee bila dikeluarkan oleh Bank, atau bid bond bila 
dikeluarkan oleh lembaga keuangan lainnya).  
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Obligasi atau jaminan penawaran biasanya akan diminta, 
tetapi tidak ditentukan terlalu tinggi yang dapat membuat para 
peserta lelang yang memenuhi syarat mengundurkan diri. 
Obligasi atau jaminan tersebut akan dikembalikan kepada para 
peserta lelang yang gagal segera setelah penawaran tersebut 
dibuka. 
Jaminan dari bank pemerintah atau bank lain / lembaga 
keuangan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sebesar 
antara 1% (satu persen) sampai 3% (tiga persen) dari perkiraan 
harga penawaran. 
Jaminan tersebut digunakan untuk menjamin bahwa 
pekerjaan tersebut akan berlangsung sampai selesai. Nilainya 
harus cukup untuk memberikan jaminan pada pemberi kerja 
apabila terjadi kegagalan pihak kontraktor dalam melaksanakan 
tugasnya. Sebagian dari jaminan ini diperpanjang hingga 
melampaui batas tanggal penyelesaian pekerjaan untuk 
mencakup kekurangan kewajiban atau masa pemeliharaan 
sampai dengan penyerahan pekerjaan.  
 
6. Tahap – Tahap Proses Pelelangan Bendung Sapon (ICB) 
a. Prakualifikasi (PQ) (Lampiran 4 - 9) 
Persyaratan prakualifikasi ditunjukkan untuk dapat 
mengadakan penilaian terhadap pemborong mengenai 
kemampuan ataupun mutu dari pemborong. Prakualifikasi 
merupakan kualifikasi sementara (momentory qualification) 
yang diadakan pada saat sebelum pelelangan pekerjaan. Di mana 
prakualifikasi ini hanya merupakan seleksi pendahuluan. (Sri 
Soedewi Masjchun Sofwan, 1982 : 19). 
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Dalam penjelasan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 18 
Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi disebutkan bahwa 
kemampuan atau mutu dari pemborong diakui dari tingkat 
keterampilan dan keahlian kerja setiap badan usaha baik 
nasional maupun asing yang bekerja di bidang usaha jasa 
konstruksi. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang 
dilakukan oleh badan / lembaga yang mempunyai tugas untuk 
melaksanakan tugas – tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan 
pengakuan tersebut termasuk ke dalam kegiatan prakualifikasi, 
yang  meliputi : 
1) Kegiatan registrasi 
Yaitu kegiatan pencatatan dan pendaftaran data 
perusahaan, meliputi data administrasi, keuangan, 
personalia, peralatan, perlengkapan dan pengalaman kerja. 
2) Kegiatan klasifikasi 
Yaitu kegiatan menggolongkan perusahaan menurut 
bidang pekerjaan dan lingkup pekerjaan atau spesialisasi. 
3) Kegiatan kualifikasi 
Yaitu kegiatan penilaian serta penggolongan perusahaan 
menurut tingkat kemampuan dasarnya untuk masing – 
masing bidang pekerjaan (Mohamad Ichram Mukmin, 
1992 : 86). 
Prakualifikasi pada proyek pembangunan Bendung Sapon 
dimulai dari tanggal 16 September 2003 sampai dengan tanggal 
22 Desember 2003. Adapun kronologisnya adalah sebagai 
berikut : 
1) Pengumuman PQ No. PL-ICB/PTSL-II SP/01/IX/2003 
tanggal 16 September 2003 melalui harian Suara 
Pembaharuan dan The Jakarta Post (Lampiran 5). 
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2) Rekanan yang mendaftar dan mengambil formulir 
sebanyak 29 (tiga puluh) (Lampiran 6). 
3) Rekanan yang mengikuti penjelasan dokumen PQ 25 (dua 
puluh lima) (Lampiran 8). 
4) Rekanan yang memasukkan Letter of intention (LOI) 23 
(dua puluh tiga). 
5) Rekanan yang memasukkan proposal dokumen PQ 20 
(dua puluh). 
6) Hasil evaluasi, rekanan yang memenuhi / lulus 4 (empat), 
tidak memenuhi / tidak lulus 16 (enam belas). 
Keempat rekanan yang lulus prakualifikasi tersebut yaitu : 
a) PT. Nindya Karya (Persero) 
b) PT. Sac Nusantara 
c) PT. Waskita Karya (Persero) 
d) PT. Wijaya Karya (Persero) 
b. Prakualifikasi Ulang (RPQ), dimulai dari tanggal 28 April 2004 
sampai dengan Oktober 2004 
1) Pengumuman RPQ tanggal 28 April 2004, melalui harian 
Suara Pembaharuan dan The Jakarta Post (Lampiran 10). 
2) Rekanan yang mendaftar dan mengambil formulir 
sebanyak 23 (dua puluh tiga) (Lampiran 11). 
3) Rekanan yang mengikuti penjelasan dokumen RPQ 18 
(delapan belas) (Lampiran 12). 
4) Rekanan yang memasukkan “Letter of intention” 15 (lima 
belas). 
5) Rekanan yang memasukkan proposal dokumen 
prakualifikasi 15 (lima belas) (Lampiran 13). 
6) Hasil evaluasi rekanan yang memenuhi syarat lulus 9 
(sembilan), tidak lulus 6 (enam). 
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Rekanan yang lulus pada tahap prakualifikasi ulang 
adalah: 
a) PT. Hutama Karya (Persero) 
b) PT. Sac Nusantara 
c) PT. Pembangunan Perumahan (Persero) 
d) PT. Nindya Karya (Persero) 
e) PT. Waskita Karya (Persero) 
f) PT. Adhi Karya (Persero) 
g) Penta Ocean Construction Co.Ltd. 
h) PT. Wijaya Karya (Persero) 
i) Mirai Construction Co.Ltd. 
7) Persetujuan hasil prakualifikasi dari JBIC 
No.2004/JKT/JA)-194 (Lampiran 15). 
c. Pelelangan, tanggal 25 Oktober 2004 – 7 Mei 2005 
1) Undangan peserta lelang kepada yang lulus prakualifikasi 
disampaikan pada tanggal 25 Oktober 2004. 
2) Anwijzing dan peninjauan lapangan dilakukan pada 
tanggal 3 Nopember 2004 dan diikuti oleh ke 9 rekanan 
yang lulus prakualifikasi (Lampiran 16). 
3) Dari 9 rekanan, 4 rekanan sebagai penawar tunggal dan 5 
rekanan membentuk 2 group JO, sehingga jumlah penawar 
sebanyak 6 (enam). 
4) Penutupan pemasukan dokumen penawaran 26 Januari 
2005 jam 12.00 WIB dilanjutkan pembukaan jam 14.00 
WIB. 
5) Evaluasi penawaran terdiri dari 3 tahap, yakni Evaluasi 
Administrasi, Evaluasi Teknik dan Evaluasi Harga. Berita 
Acara Hasil pelelangan No. PL-ICB/PTSL-II-
SP/02.4/II/2005 tanggal 19 Pebruari 2005. 
 ci 
a) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap peserta 
tender dengan memperhatikan kriteria evaluasi 
yaitu: 
i. Kelengkapan administrasi 
(1) Surat kuasa 
(2) Tanda tangan surat penawaran dan 
lampiran 
(3) Jaminan penawaran 
(4) Pemenuhan waktu pelaksanaan 
(5) Pekerjaan yang disub - kontrakkan 
ii. Pemenuhan persyaratan tender termasuk 
pemeriksaan terhadap lampiran penawaran, 
lembar ringkasan dan paraf pada masing – 
masing halaman 
iii. Dan dokumen lain yang dipersyaratkan dalam 
dokumen tender 
Adapun hasil evaluasi administrasi adalah 
seperti tabel di bawah ini : 
 
No Nama Peserta Tender Kesimpulan 
1. PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Lulus 
2. Waskita Karya–NK–SACNA Joint Operation Lulus 
3. PT. Wijaya Karya–Mirai Construction CO.Ltd. 
Joint Operation 
Lulus 
4. PT. Adhi Karya (Persero) Lulus 
 
5. Penta Ocean Construction CO.Ltd. Mengundurkan diri sesuai 
Surat No:P/JKT/MSR/04-
TT/L036 
6. PT. Hutama Karya (Persero) Lulus 
 
Gambar 9. Hasil Evaluasi Administrasi 
(Dokumen Proses Pelelangan Pekerjaan Bendung Sapon) 
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b) Evaluasi teknik 
i. General execution scheme (rencana umum 
pelaksanaan), 
ii. Basic programmer for the works (program 
dasar pekerjaan), 
iii. Contractor’s equipment (perlengkapan / 
peralatan kontraktor), 
iv. Working safety plant (pekerjaan bangunan 
yang aman), 
v. Proposal major plant and materials (proposal 
bangunan utama dan materialnya), 
vi. Layout plant of temporary works and facilities 
(rancangan pekerjaan bangunan sementara dan 
fasilitas – fasilitasnya), 
vii. Organization charts and staffing schedule 
(skema organisasi dan daftar staf), 
viii. Principal personnel (anggota personalia). 
Adapun hasil evaluasi teknis adalah seperti 
tabel di bawah ini : 
Nilai Tiap Unsur Kriteria 
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3 PT. Wijaya 
Karya-Mirai 
Construction 




Gambar 10. Hasil Evaluasi Teknis 
(Dokumen Proses Pelelangan Pekerjaan Bendung Sapon) 
c) Evaluasi harga 
i. Koreksi aritmatik 
Untuk mengetahui perubahan harga 
penawaran sebagai akibat kekeliruan dalam 
penjumlahan dan perkalian. 
ii. Kewajaran harga penawaran 
Harga satuan pekerjaan diteliti terhadap 
harga – harga yang penawarannya dinilai 
terlalu rendah (unrealistik) ataupun terlalu 
tinggi (unbalance) dibandingkan dengan harga 
perkiraan sendiri (HSP/OE). Pada pekerjaan 
dengan satuan Lumpsum apakah diuraikan 
dalam analisa harga satuan. 
Adapun hasil evaluasi harga adalah seperti 
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9,2 38,6 18,5 15,3 11 5,8 98,4 9,7 7,2 8,6 25,5 124 62% 
Tidak 
Lulus 
5 Penta Ocean 
Construction 
Co,Ltd 
- - - - - - - - - - - - Mengun
durkan 
Diri 
6 PT. Hutama 
Karya 
(Persero) 
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Owner Estimate Rp 63.276.812.583,00 
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4 PT. Adhi Karya 
(Persero) 
63.357.025.368,60 63.309.485.864,29 99,51 Tidak 
memenuhi 
5 Penta Ocean 
Construction Co,Ltd 
   Mengundurkan 
diri 
6 PT. Hutama Karya 
(Persero) 
62.720.190.544,08 62.720.008.707,84 98,59 Memenuhi (II) 
 
Gambar 11. Hasil Evaluasi Harga 
(Dokumen Proses Pelelangan Pekerjaan Bendung Sapon) 
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, yang 
diusulkan sebagai calon pemenang lelang adalah 3 
(tiga) penawar terendah, yaitu sebagai berikut : 
i. Waskita – NK – SACNA Joint Operation 
ii. PT. Hutama Karya (Persero) 
iii. PT. Wijaya Karya – Mirai Construction 
Co.Ltd. Joint Operation 
Dari uraian evaluasi yang mencakup penelitian 
administrasi, penelitian teknis dan penelitian harga, 
didapatkan kesimpulan hasil sebagai berikut : 
a) Ada 5 (lima) rekanan yang memenuhi penelitian 
administrasi, yaitu : 
i. PT. Pembangunan Perumahan (Persero) 
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ii. Waskita-NK-SACNA Joint Operation 
iii. PT. Wijaya Karya-Mirai Construction Co,Ltd. 
Joint Operation 
iv. PT. Adhi Karya (Persero) 
v. PT. Hutama Karya (Persero) 
b) Dalam hal penelitian teknis, hanya 3 (tiga) rekanan 
yang memenuhi atau dapat dipertanggung jawabkan, 
yaitu : 
i. Waskita-NK-SACNA Joint Operation 
ii. PT. Wijaya Karya-Mirai Construction Co,Ltd. 
Joint Operation 
iii. PT. Hutama Karya (Persero) 
c) Evaluasi akhir sekaligus evaluasi penentu, yaitu 
penelitian harga, di mana dalam penelitian ini diteliti 
dan dibandingkan harga yang ditawarkan oleh 
rekanan terhadap harga perkiraan sendiri. Pemenang 
lelang adalah rekanan yang lulus atau memenuhi 
penelitian tahap pertama dan kedua, serta 
mengajukan harga penawaran terendah yang wajar 
dan dapat dipertanggung jawabkan.  
Berdasarkan hal – hal tersebut, ditetapkan 
calon pemenang dalam pelelangan pembangunan 
Bendung Sapon, yaitu : 
i. Calon pemenang I :  
WASKITA – NK – SACNA Joint Operation 
ii. Calon pemenang II : 
PT. HUTAMA KARYA (Persero) 
iii. Calon pemenang III : 
PT. WIJAYA KARYA – MIRAI 
CONSTRUCTION CO.Ltd. Joint Operation 
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6) Usulan penetapan pemenang lelang kepada Menteri 
Pekerjaan Umum No. KU.08.02/PIA-DIY/15 tanggal 19 
Pebruari 2005. 
7) Penetapan pemenang lelang dari Menteri Pekerjaan Umum 
No. KU.03.01-Mn/31 tanggal 21 Maret 2005 (Lampiran 
17). 
Berdasarkan hasil penilaian yang diusulkan oleh 
Ketua Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi ICB 
Pembangunan Bendung Sapon dengan surat No. 
KU.08.02/PIA-DIY/15 tanggal 19 Pebruari 2005, perihal 
Usulan Penetapan Pemenang Lelang Pekerjaan 
Pembangunan Bendung Sapon, JBIC Loan IP-505, dengan 
berita acara hasil pelelangan nomor PL-ICB/PTSL.II-
SP/02.4/II/2005 tanggal 19 Pebruari 2005 beserta 
dokumen pendukungnya, maka ditetapkan pemenang 
lelang pekerjaan tersebut sebagai berikut : 
i. PEMENANG :  
Waskita – NK – SACNA Joint Operation 
ii. PEMENANG CADANGAN I : 
PT. Hutama Karya (Persero) 
iii. PEMENANG CADANGAN II : 
PT. Wijaya Karya – Mirai Construction Co.Ltd. 
Joint Operation 
Dalam hal penetapan pemenang, ditetapkan 3 (tiga) 
rekanan yang memenuhi seluruh persyaratan dalam proses 
lelang, yang ditetapkan sebagai pemenang. Hal ini 
disebabkan untuk menjamin tetap berjalannya proyek 
apabila terjadi suatu masalah terhadap pemenang lelang 
pertama seperti terjadinya suatu wanprestasi oleh 
pemenang terhadap prestasi yang telah diajukan kepada 
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pemberi kerja. Apabila dalam perjalanannya, pemenang 
lelang tidak dapat melanjutkan pekerjaan, maka pemenang 
cadangan I akan ditunjuk untuk menggantikan pemenang 
pertama dalam melaksanakan pekerjaan. Begitu pula 
apabila selanjutnya pemenang cadangan I tidak dapat 
menyelesaikan proyek, maka pemenang cadangan II yang 
berkewajiban untuk menyelesaikannya (Berdasarkan 
wawancara dengan Ir. Erwin Tri N.S, CES selaku 
Pemimpin Proyek Irigasi Andalan Propinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta, 4 Maret 2008 pukul 09.00 WIB). 
8) Usulan Dirjen SUMBER DAYA AIR ke JBIC, No. 
HL.02.01.00/183 tanggal 28 Maret 2005 (Lampiran 18). 
9) Persetujuan JBIC No. 2005/JKT/5A-25 tanggal 28 April 
2005 (Lampiran 19). 
10) Pengumuman pemenang lelang No. PL-ICB/PTSL-
IISP/03/IV/2005 tanggal 29 April 2005, dengan pemenang 
lelang adalah WASKITA – NK – SACNA (JO). 
11) Surat penunjukan pemenang lelang No. 
UM.01.11/SKS.IAY.02/01 tanggal 7 Mei 2005. 
 
d. Proses Kontrak 
1) Pre Award meeting tanggal 6 Mei 2005. 
2) Surat permohonan persetujuan Draft kontrak dari Kepala 
Satuan Kerja Sementara Irigasi Andalan Yogyakarta 
kepada Direktur SUMBER DAYA AIR Wilayah Tengah 
tanggal 10 Mei 2005. 
3) Surat Penetapan Ahli Hukum Kontrak Profesional No. 
HK.02.07-SH/97.B tanggal 23 Mei 2005. 
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4) Surat permohonan persetujuan Kontrak dari Direktur 
Jenderal SUMBER DAYA AIR Wilayah No. HL.02.01-
DD/389 tanggal 14 Juni 2005. 
5) Surat persetujuan kontrak dari JBIC No. IP.505/C-011 
tanggal 30 Juni 2005. 
6) Surat perintah mulai kerja No. 14 Juli 2005 (Notice to 
Proceed). 
7) Kontrak kerja No. 01/PKK/SKS.IAY.02/2005 tanggal 28 
Mei 2005. 
Dalam kontrak kerja tersebut, dijelaskan tentang 
kewajiban kontraktor pemenang lelang dan pemberi kerja. 
Kewajiban dan tanggung jawab pemberi pekerjaan 
(tercantum dalam Contract Documents Volume I Pasal 4 
dan Volume II Part I), yaitu : 
a) Pemberi pekerjaan akan membayar kontraktor 
sehubungan dengan pelaksanaan, penyelesaian dan 
pemeliharaan pekerjaan dan perbaikan kerusakan, 
sejumlah nilai kontrak atau sebagian yang dapat 
dibayar berdasarkan ketentuan kontrak pada waktu 
dan cara yang tercantum dalam dokumen kontrak. 
b) Pemberi pekerjaan harus sepenuhnya 
memperhatikan keselamatan orang – orang yang 
dipekerjakan di lapangan. 
c) Menjaga lokasi proyek seperti yang telah 
diperintahkan dengan tepat untuk menghindari 
bahaya terhadap para pekerja. 
Tanggung jawab pemberi pekerjaan (tercantum 
dalam Contract Documents Volume II Part I), yaitu : 
a) Kontraktor bertanggung jawab untuk mendesain, 
mengerjakan dan menyelesaikan proyek dan 
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memperbaiki segala kerusakan yang terjadi dalam 
pelaksanaan proyek sesuai dengan ketentuan 
kontrak. 
b) Kontraktor menyediakan segala macam pengawasan, 
buruh / pekerja, bahan – bahan / material. Tanaman, 
peralatan kontraktor dan hal – hal lainnya. 
c) Kontraktor harus melaporkan kepada pemberi kerja 
apabila terjadi kesalahan, kelalaian atau kerusakan 
lain terhadap desain bangunan. 
Kontrak perjanjian tersebut dibuat antara pemberi 
pekerjaan dan kontraktor, yang akan berlaku mulai tanggal 
terakhir dari kondisi berikut ini tercapai : 
a) Kedua pihak telah menandatangani perjanjian. 
b) Kontraktor telah menyerahkan kepada pemberi 
pekerjaan sejumlah jaminan pelaksanaan. 
c) Persetujuan dari pemerintah Republik Indonesia dan 
dari JBIC. 
Untuk waktu penyelesaian pekerjaan disepakati 
selama tujuh ratus tiga puluh (730) hari kalender dihitung 
mulai dari terakhir periode yang dittapkan untuk memulai 
pekerjaan setelah diterbitkan Surat Perintah Kerja, yang 
akan dikeluarkan oleh pemberi kerja dalam tujuh (7) hari 
setelah kontrak berlaku. Sedangkan masa pemeliharaan 
adalah tiga ratus enam puluh lima (365) hari kalender 






F. Permasalahan yang Timbul Dalam Pelaksanaan Lelang Pengadaan 
Barang / Jasa Terhadap Proyek Pembangunan Bendung Sapon Dengan 
Dana Japan Bank For International Cooperation (JBIC) Official 
Development Assistance (ODA) Loans dan Upaya Penyelesaian 
Terhadap Permasalahan Tersebut 
 
Berdasarkan wawancara dengan Ir. Erwin Tri N.S, CES selaku 
Pemimpin Proyek Irigasi Andalan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 
Bapak Ir. Harsaja, Msc selaku Ketua Panitia Pelelangan Pembangunan 
Bendung Sapon dan Dwi Purwanto, ST selaku Anggota Panitia Pelelangan 
Pembangunan Bendung Sapon, 10 Maret 2008 pukul 10.00 WIB, ada 3 
(tiga) permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pelelangan 
pembangunan Bendung Sapon tersebut, yaitu : 
1. Karena setiap tahap pelelangan harus mendapat persetujuan dari 
pemberi pinjaman (JBIC) atau pihak lain di luar proyek, yaitu : 
a. Konsultan yang dipilih oleh pemberi pinjaman ( Nippon Koei 
Consultant ) 
b. Menteri Pekerjaan Umum, 
maka pelaksanaan pelelangan menjadi rumit dan memakan waktu 
yang panjang. 
Apabila pelelangan dilakukan dengan berdasar Keppres 80 
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa 
Pemerintah proses tersebut hanya memakan waktu kurang lebih 40 
(empat puluh) hari kerja. Waktu ini dihitung sejak penayangan 
pengumuman prakualifikasi sampai dengan batas waktu pemasukan 
dokumen penawaran.  
Sedangkan proses pelelangan pada pembangunan Bendung 
Sapon ini memakan waktu yang sangat lama, yaitu 424 (empat ratus 
dua puluh empat) hari kerja. Dengan perhitungan yang sama, yaitu 
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mulai dari pengumuman prakualifikasi sampai dengan penutupan 
pemasukan dokumen penawaran. 
Proses yang memerlukan persetujuan dari pemberi pinjaman 
(JBIC) / pihak lain di luar proyek adalah : 
a. Dokumen tender harus disetujui oleh pemberi pinjaman. 
b. Redaksional pengumuman pelelangan harus mendapat 
persetujuan oleh konsultan yang ditunjuk oleh pemberi 
pinjaman. 
c. Hasil Prakualifikasi (P/Q) harus mendapat persetujuan pemberi 
pinjaman. 
d. Hasil pemenang pelelangan harus mendapat persetujuan dari : 
1) Menteri Pekerjaan Umum. 
2) Pemberi pinjaman (JBIC). 
e. Dokumen kontrak harus mendapat persetujuan dari : 
1) Biro hukum Departemen Pekerjaan Umum. 
2) Pemberi pinjaman (JBIC). 
Dalam sistem ICB, konsultan dan pemberi kerja mempunyai hak 
yang sama untuk mengkoreksi / mengevaluasi proses maupun 
dokumen – dokumen dalam pelelangan tersebut. Keputusan atau 
perbedaan pendapat dalam proses prakualifikasi dapat menyebabkan  
terjadinya prakualifikasi ulang. Dalam hal terjadi prakualifikasi ulang,  
ketua dan sekretaris harus diganti dengan orang lain. Proses 
prakualifikasi pun akan diulang dari awal. Prakualifikasi ulang dapat 
disebabkan karena berbagai sebab, seperti : 
a. Apabila panitia tidak menjalankan proses prakualifikasi 
sebagaimana ketentuan didalam ODA Guidelines maka JBIC 
akan menghentikan dan mengulangi proses pelelangan. 
b. Hasil evaluasi yang tidak sesuai dengan ketentuan akan 
dikembalikan oleh JBIC. Misalnya, perusahaan A lulus 
prakualifikasi tetapi JBIC menganggap kelulusan itu tidak fair 
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maka hasil evaluasi dikembalikan dan dapat terjadi 
prakualifikasi ulang. 
Departemen Pekerjaan Umum sebagai  penyelenggara lelang 
bersama konsultan dapat membuat peraturan – peraturan ataupun 
keputusan - keputusan yang berkaitan dengan pelelangan tersebut, 
tetapi harus dengan persetujuan pemberi pinjaman. Apabila terjadi 
perbedaan dalam hasil evaluasi dan lain lain, akan diadakan analisa 
bersama untuk melihat apakah proses telah dijalankan sesuai 
ketentuan, apakah terjadi pelelangan yang tidak transparan atau fair 
dalam proses pelelangan. Dalam analisa tersebut, akan dicari jalan 
keluar yang terbaik supaya tidak terjadi akibat yang fatal. 
Solusi dari kendala waktu yang lama dan ketatnya pengawasan 
terhadap proses lelang tersebut yaitu dengan cara panitia harus benar – 
benar mempersiapkan pelelangan beserta dokumen – dokumennya 
dengan cermat, lengkap dan sempurna supaya setiap tahap tidak 
dijumpai permasalahan. Dengan persiapan yang matang, maka waktu 
yang dibutuhkan akan tepat dan tidak memakan waktu yang semakin 
lama. 
2. Karena proses pelelangan yang panjang menyebabkan kenaikan biaya 
yang besar. Dengan lamanya waktu keseluruhan proses lelang sampai 
dengan proses kontrak, biaya proyek naik dari perkiraan biaya awal. 
Hal ini berkaitan dengan perubahan harga barang – barang dipasaran. 
Harga yang telah direncanakan pada penawaran awal berubah seiring 
dengan pergantian tahun. Hal ini merugikan baik bagi kontraktor 
pemenang lelang maupun pemberi kerja. Harga melambung tinggi 
dari yang telah disepakati pada kontrak kerja. 
Permasalahan ini dapat diatasi dengan adanya penyesuaian 
harga yang diberikan pada kontraktor oleh pemilik pekerjaan karena 
adanya kenaikan harga akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh 
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Pemerintah (biaya eskalasi) terhadap kenaikan harga - harga secara 
nasional. 
3. Karena semua dokumen dan surat – surat dalam Bahasa Inggris, 
sedangkan kemampuan berbahasa Inggris sebagian panitia kurang, 
maka perlu waktu agak lama untuk dapat memahami isi / maksud dari 
dokumen – dokumen dan surat – surat tersebut. Hal ini dapat 
dicontohkan, evaluasi yang seharusnya bisa dilakukan maksimum 2 
minggu, dapat memakan waktu lebih dari itu. Hal ini terjadi karena 
panitia harus memahami dahulu isi dari dokumen, baru kemudian 
dapat membahas dan mengevaluasinya. 
Kendala bahasa ini dapat ditanggulangi dengan jalan 
dilakukannya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), 
khususnya dalam hal berbahasa internasional. Panitia yang terlibat 
pun, harus mempunyai sertifikasi pelelangan. Sehingga akan 
memperlancar kinerja panitia secara keseluruhan. 
BAB IV 




Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta 
pembahasannya baik yang berdasarkan atas teori maupun data-data yang 
penulis dapatkan selama mengadakan penelitian tentang pelaksanaan lelang 
pengadaan barang / jasa terhadap proyek pembangunan bendung sapon 
dengan dana Japan Bank For International Cooperation (JBIC) Official 
Development Assistance (ODA) loans, maka dapat ditarik simpulan sebagai 
berikut: 
4. Dasar hukum pelaksanaan lelang pengadaan barang / jasa terhadap 
proyek  pembangunan Bendung Sapon dengan dana Japan Bank for 
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International Cooperation (JBIC) Official Development Assistance 
(ODA) Loans adalah Loan Agreement antara JBIC dengan Pemerintah 
Indonesia, Guidelines / Handbook for Procurement under JBIC ODA 
Loans, KUH Perdata, Keputusan Presiden R.I. Nomor : 80 Tahun 
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa 
Pemerintah Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 
2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Dengan 
adanya asas kebebasan berkontrak, maka Keppres 80 Tahun 2003  
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 
dapat dikesampingkan dalam pelaksanaan proyek pembangunan 
Bendung Sapon tersebut. Kebebasan berkontrak menjamin kekuatan 
hukum dalam pelaksanaan kerjasama antara Republik Indonesia dan 
JBIC tersebut yang telah menyetujui bahwa undang-undang atau 
ketentuan yang digunakan dalam proyek tersebut adalah kontrak itu 
sendiri, Loan covenants (syarat – syarat khusus yang harus diikuti 
oleh peminjam) dan Guidelines (buku petunjuk) tentang pelaksanaan 
proyek yang dikeluarkan oleh JBIC sebagai lembaga donor. 
5. Pelaksanaan lelang pengadaan barang / jasa terhadap proyek  
pembangunan Bendung Sapon dengan dana Japan Bank for 
International Cooperation (JBIC) Official Development Assistance 
(ODA) Loans meliputi : 
a. Pengadaan barang / jasa dalam pembangunan bendung Sapon 
serta rehabilitasi jaringan irigasinya dilaksanakan dengan sistem 
ICB karena perkiraan biayanya melebihi Rp 35 Milyar. Pada 
rencana awal diperkirakan dibutuhkan dana sekitar Rp 
61.592.473.537,00 yang akan dibiayai dengan loan dari 
Pemerintah Jepang melalui Japan Bank for International 
Cooperation (JBIC) dalam program PTSL II (Project Type 
Sector Loan for water Resources Development II). Pengadaan 
akan diselenggarakan mengacu pada “Guidelines for 
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Procurement under JBIC ODA Loans, October 1999” dan 
instruksi lain yang diberikan oleh JBIC Jakarta Office. 
b. Dokumen utama dan dokumen penyerta yang dipakai sebagai 
acuan dalam proses pelelangan dengan cara ICB adalah Loan 
Agreement, minutes of discusion, loan / project memorandum, 
master agreement dan  Loan covenants. Guidelines atau buku 
petunjuk dari donor tentang detil prosedur harus diikuti oleh 
petugas proyek mengenai proses pelelangan barang dan jasa 
(procurement procedures), prosedur penarikan dana 
(disbursement procedures).  
c. Sebelum permulaan dari masing – masing sub-project, Dit. Jen. 
Sumber Daya Air harus mengajukan aplikasi persetujuan ke 
JBIC. Prakualifikasi, Evaluasi Tender dan Kontrak Kontraktor 
untuk masing – masing sub-project yang dilakukan oleh masing 
– masing pemimpin bagian proyek harus dengan persetujuan 
JBIC. 
d. Tahap – tahap dalam proses pelelangan bendung Sapon adalah : 
1) Prakualifikasi (PQ), 
2) Prakualifikasi Ulang (RPQ), 
3) Pelelangan, 
Dengan penetapan pemenang lelang adalah WASKITA – 
NK – SACNA (JO). 
4) Proses Kontrak. 
6. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan lelang pengadaan 
barang / jasa terhadap proyek  pembangunan Bendung Sapon dengan 
dana Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Official 
Development Assistance (ODA)  Loans dan upaya penyelesaian 
terhadap permasalahan tersebut : 
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a. Setiap tahap pelelangan harus mendapat persetujuan dari 
pemberi pinjaman (JBIC) atau pihak lain di luar proyek. Hal ini 
dapat diatasi dengan jalan persiapan proses lelang yang matang 
dan sempurna. 
b. Proses pelelangan yang panjang menyebabkan kenaikan biaya 
yang besar. Biaya proyek naik dari perkiraan biaya awal, 
berkaitan dengan perubahan harga barang – barang dipasaran. 
Hal ini merugikan baik bagi kontraktor pemenang lelang 
maupun pemberi kerja. Harga melambung tinggi dari yang telah 
disepakati pada kontrak kerja. Permasalahan ini diatasi dengan 
adanya penyesuaian harga yang diberikan pada kontraktor oleh 
pemilik pekerjaan karena adanya kenaikan harga akibat 
kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah (biaya eskalasi) 
terhadap kenaikan harga - harga secara nasional. 
c. Dokumen – dokumen yang berkaitan dengan proses lelang 
pengadaan barang / jasa terhadap proyek pembangunan 
Bendung Sapon menggunakan bahasa Inggris, sehingga 
memakan waktu yang panjang untuk memahami seluruh isinya. 
Hambatan ini diatasi dengan  peningkatan kualitas Sumber Daya 




Dengan berdasar pada kesimpulan di atas maka penulis akan 
menyampaikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Diharapkan agar Pemerintah Indonesia mengupayakan cara meskipun 
pinjaman berasal dari dana luar negeri, tetapi tetap dapat 
menggunakan aturan Pemerintah, yaitu dengan menggunakan Keppres 
80 Tahun 2003  tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / 
Jasa Pemerintah. 
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Hal ini dilakukan supaya proses pelelangan dapat berjalan lebih 
cepat dan tidak memakan biaya yang besar. Karena dengan lamanya 
waktu, biaya proyek dapat naik dari perkiraan biaya awal, berkaitan 
dengan perubahan harga barang – barang di setiap pergantian tahun. 
2. Diharapkan agar Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama yang lebih 
baik dengan negara - negara lain dan lembaga donor Internasional, 
supaya lebih mudah dalam mendapatkan pinjaman luar negeri. 
Pinjamam tersebut digunakan untuk mempercepat laju pembangunan 
nasional, baik infrastruktur maupun sarana dan prasarana yang 
mendukung perkembangan dalam berbagai bidang, terutama bidang 
ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan 
makmur. Dengan adanya hubungan kerja sama yang baik tersebut, 
diharapkan supaya Pemerintah Indonesia dapat memperoleh pinjaman 
dengan bunga ringan yang tidak memberatkan perekonomian negara.  
3. Diharapkan bagi pemilik proyek dan panitia penyelenggara lelang, 
terlebih apabila lelang dilaksanakan dengan dana yang berasal dari 
luar negeri dan dengan menggunakan sistem ICB, untuk lebih matang 
dalam mempersiapkan proses – proses dalam proyek pengadaan 
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